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“Para ulama sepakat bahwa barang siapa yang menghina
Alguran atau sesuatu dari Alquran, atau mushaf, atau
melemparkannya ke tempat kotoran, atau mendustakan

sesuatu yang datang dari Alquran, baik itu berupa hukum

atau informasi, atau menafikan sesuatu yang telah
ditetapkan Alguran, atau menetapkan sesuatu yang telah
dinafikan Alquran, atau meragukan sesuatu dari hal
tersebut, sedang dia mengetahuinya, maka ia telah kafir
(Yahya bin Syaraf al-Nawawi, t.th: 196).1

1Yahya bin Syaraf Al Nawawi. al-Majmu Syarh al-Muhaddzab. Jeddah:
Maktabah allrsyad, t.th.
i
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ABSTRAK

Kasus penodaan agama di Indonesia melalui media sosial
semakin menjadi sorotan publik dan penegak hukum. Salah satu
contohnya adalah putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg
tentang content creator Lina Mukherjee, yang mengunggah video
makan babi kriuk sembari mengucapkan lafadz "bismillah™ yang
disebarkan di TikTok dan YouTube. Konten tersebut dianggap
menyinggung umat Islam dan berpotensi menimbulkan kebencian
antar kelompok berdasarkan SARA. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis putusan akhir yang dijatuhi sanksi 2 tahun penjara
dan denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
terhadap pelaku penodaan agama hukum positif dan hukum pidana
Islam.

Penelitian ini termasuk yuridis normatif, yang
menitikberatkan pada penerapan norma hukum positif. Metode
yang digunakan adalah penelitian pustaka, dengan sumber dari
buku, jurnal, dan literatur hukum. Pendekatan yang diambil adalah
pendekatan kasus, yang berfokus pada analisis dan penelaahan
permasalahan hukum untuk menyelesaikan isu yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan tunggal. Pelanggaran terhadap Pasal
45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau
denda maksimal Rp1 miliar. Sedangkan majlis hakim menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua)
tahun dan membayar denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus
lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
tidak dibayar maka diganti dengan 3 bulan kurungan dikarenakan
menimbang penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa untuk
pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya. Dalam
hukum pidana Islam, tindakannya termasuk jarimah ta’zir, yang
memberi hakim kebebasan untuk memutuskan berdasarkan kondisi
saat ini.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Penodaan Agama, Hukum Pidana
Islam
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ABSTRACK

The case of religious defamation in Indonesia through
social media is increasingly attracting public and law enforcement
attention. 726/Pid.Sus/2023/PN Plg regarding content creator
Lina Mukherjee, who uploaded a video of herself eating crispy
pork while saying the phrase "bismillah," which was shared on
TikTok and YouTube. The content is considered offensive to
Muslims and has the potential to incite hatred among groups based
on ethnicity, religion, and race. This research aims to analyze the
final decision imposing a 2-year prison sentence and a fine of IDR
250,000,000 (two hundred fifty million rupiah) against the
perpetrator of religious defamation under positive law and Islamic
criminal law.

This research is normative juridical, which focuses on the
application of positive legal norms. The method used is library
research, with sources from books, journals, and legal literature.
The approach taken is a case approach, which focuses on
analyzing and examining legal problems to resolve existing issues.

The research results indicate that, as alleged in the single
indictment. Violations of Article 45A paragraph (2) in conjunction
with Article 28 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 can be
punished with a maximum prison sentence of 6 years and/or a
maximum fine of IDR 1 billion. Meanwhile, the panel of judges
sentenced the defendant to 2 (two) years in prison and a fine of IDR
250,000,000 (two hundred fifty million rupiah), with the provision
that if the fine is not paid, it will be replaced with 3 months of
confinement, considering that this sentence is intended for the
defendant's learning so that the defendant realizes their mistake.
In Islamic criminal law, the action falls under ta'zir offenses, which
gives the judge the discretion to decide based on the current
circumstances.

Keywords: Blasphemy, Criminal Sanctions, Islamic Criminal
Law.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini sangat
memudahkan kita dalam mendapatkan informasi apa saja
yang ingin kita ketahui, terlebih lagi dalam menggunakan
media sosial masyarakat dapat lebih mudah untuk
berinteraksi satu sama lain. Media sosial selain dapat
digunakan untuk hal-hal yang positif juga dapat digunakan
untuk hal-hal yang negatif salah satunya adalah penodaan
terhadap agama melalui media sosial. Banyak terjadi
penodaan agama melalui media sosial seperti yang terjadi
di berbagai negara khususnya di negara Indonesia.
Permasalahan mengenai penodaan agama ini semakin
mendapat perhatian dari masyarakat dan aparat penegak
hukum baik nasional maupun internasional. Agama di
Indonesia merupakan hal utama yang ditegakkan dan
dihormati keberadaannya karena mengandung nilai
kesusilaan, sehingga untuk daerah-daerah tertentu agama
adalah menjadi pemersatu dari keaneka ragamannya.*

Negara Indonesia telah mengesahkan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Undang-
Undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan tentang
adanya kemajuan pada teknologi informasi dan telah
mengatur tentang perbuatan hukum terkait cyber crime
atau kejahatan yang terjadi di dunia maya. Dalam pasal 28
ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) menyebutkan bahwa penodaan
agama dapat diminta pertanggungjawabannya apabila
telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal 28
ayat (2) Undang-Undang ITE yakni “barang siapa yang

1 Van Apeldorn, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita,
1981), h. 41.

1



telah memberikan informasi yang menimbulkan rasa benci
dan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan antar
golongan (SARA)” .2

Seiring berkembangnya teknologi dan informasi,
maka berkembang pula jenis temuan kasus-kasus baru
dalam penodaan agama. Media sosial seharusnya dapat
menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan,
memperluas jaringan pengetahuan dan interaksi antar
sesama penggunanya jika digunakan dengan baik dan
benar.® Akan tetapi, akhir-akhir ini kasus kejahatan atau
pelanggaran pidana yang berasal dari media sosial sering
ditemukan, seperti melalui Tiktok, Youtube, Instagram,
dan media sosial lainnya.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan penodaan
agama islam di Indonesia yang menjadi perhatian publik
yang terjadi akhir-akhir ini yaitu kasus seorang publik
figur Lina Lutfiawati alias Lilu alias Lina Mukherjee yang
melakukan penodaan agama melalui konten video makan
babi kriuk dan mengawalinya dengan lafadz “bismillah”
yang disebarkan melalui aplikasi Tiktok yang terpasang
dengan akun atas nama “@lilumukerji” dan aplikasi
Youtube vyang terpasang dengan akun atas nama
“@lilumukherjee”. Dari konten video tersebut dapat
melukai perasaan orang-orang yang beragama islam
sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan
atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).*

2 Khairani dkk, Penistaan Agama Menurut Undang-Undang ITE dan
Hukum Islam: Telaah Kasus Mirza Al-Fath, Jurnal: Jurista, Vol. 3, No. 2,
Desember 2017, h. 139.

3 Arifianto. S, Dinamika Perkembangan Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi Serta Implikasinya di Masyarakat (Jakarta: Media
Bangsa, 2013), h.364.

4 Putusan Pengadilan  Negeri Palembang, No Perkara:
726/Pid.Sus/2023/PN Plg.



Kasus penodaan agama melalui media sosial
merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan
teknologi informasi, karena setiap individu dapat dengan
mudah mengakses internet dan memiliki akun di media
sosial. Fenomena seperti ini yang seharusnya dapat
disikapi dengan baik oleh semua pihak, supaya nantinya
tidak terulang lagi kasus-kasus tindak pidana penodaan
agama melaui media sosial. Kebebasan untuk
mengemukakan pikiran dan pendapat (Freedom of
Thought) yang merupakan bagian dari hak asasi manusia
(HAM) merupakan salah satu faktor munculnya kasus
penodaan agama melalui media sosial.®

Indonesia merupakan salah satu negara yang
menjamin setiap individu warga negaranya dalam hal
kebebasan beragama, jaminan konstitusional ini dapat
dilihat dalam pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang
menyatakan bahwa: “Setiap orang bebas memeluk agama
dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan
pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah
negara dan meninggalkannya serta berhak kembali, dan
setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati
nuraninya”.® Kebijakan tentang jaminan kebebasan
beragama juga terdapat dalam UU Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-
Hak Sipil Politik.’

Negara berkewajiban menjamin kebebasan
beragama yang merupakan hak dari warga negaranya,
tetapi negara membatasi kebebasan beragama agar setiap
orang dapat saling menghormati dan menghargai haknya

5 Nurul Qomar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. 1, h. 97.

6 Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28E Ayat (1) dan (2).

" Rohidin, Kontruksi Baru Kebebasan Beragama, (Yogyakarta: FH UlI
Press, 2015), Cet. 1, h. 36.



sendiri. Setiap warga negara yang tidak menaati batasan-
batasan yang telah diatur dalam konstitusi, maka akan
dikenakan sanksi sesuai aturan hukumnya, karena hukum
merupakan aturan yang mengundang pertimbangan
kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia
dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-
penguasa negara dalam melakukan tugasnya.® Seluruh
hukum yang dibuat oleh negara dalam arti yang seluas-
luasnya tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan,
bahkan setiap tertib hukum yang dibuat harus didasarkan
dan ditujukan untuk merealisir hukum Tuhan.® Oleh
karena itu, setiap individu maupun kelompok dilarang
untuk melecehkan, menghina, menodai, atau menistakan
suatu ajaran agama yang dianut Indonesia.

Tidak perlu diragukan lagi bahwa kebebasan
berfikir, nurani, beragama, dan berkeyakinan merupakan
bagian dari hak asasi yang paling penting. Bahkan hak
asasi tersebut mempunyai status sebagai hak yang tidak
boleh diderogasi (dikurangi dan dilanggar dalam kondisi
apapun). Aturan mengenai hak-hak beragama diatur bukan
hanya untuk setiap individu warga negara penganutnya
saja, tetapi pemerintah juga telah mengatur persoalan
tentang perlindungan untuk agama-agama yang telah
diakui keberadaanya dan dianut oleh penduduk Indonesia.
Menurut UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan,
Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama menyatakan
bahwa terdapat 6 (enam) agama yang dipeluk oleh
penduduk Indoensia diantaranya: Islam, Kristen, Katolik,
Hindu, Budha, dan Konghucu.°

Kasus-Kasus penodaan agama tidak hanya terjadi
di zaman sekarang. Tetapi sudah terjadi sejak zaman Nabi

8 C. S. T. Kansil, Pengantar limu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), him. 36.

% Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, Delik Agama Dalam Hukum
Pidana Di Indonesia, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2000), him. 1.

10 Rohidin, Kontruksi Baru Kebebasan Beragama, h. 37.



Muhammad SAW. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah
riwayat bahwa ada seorang laki-laki buta yang memiliki
seorang budak perempuan menghina dan mencela Nabi
Muhammad SAW. Lalu ia menikam seorang budak
perempuan itu, kemudian ia menghadap Nabi Muhammad
SAW dan menceritakan kisah tersebut. Lantas Nabi
Muhammad SAW berkata: “Saksikanlah bahwa darah
(budak perempuan) itu halal”** Dari jawaban Nabi
Muhammad SAW dalam hadits tersebut menunjukan
bahwa sikap Nabi sangat tegas dalam menghukum penoda
agama.

Dalam al-Qur’an Allah menentang para penghina
Nabi Muhammad SAW, para pembenci al-Qur’an, Para
penista al-Qur’an untuk membuat sesuatu yang serupa
dengannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Hud
ayat 13:

°
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“Bahkan mereka mengatakan, (Muhammad) telah
membuat-buat al-Qur’an itu”. Katakanlah, “(Kalau
demikian), datangkanlah sepuluh surah semisal
dengannya (al-Qur’an) yang dibuat-buat, dan ajaklah
siapa saja diantara kamu yang sanggup selain Allah, jika
kamu orang-orang yang benar” (Q.S. Hud ayat 13).12
Syari’at islam telah menetapkan norma-norma
hukum untuk mengatur kehdiupan manusia, baik
hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan
sesame manusia.’®* Namun dalam syari’at islam belum
sepenuhnya mengatur secara khusus jarimah  yang

11 Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’ats as-Sijistani, Sunan Abu Dawud,
(Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, t.t), him. 477.

12 Tim Penerjemah, “4Il-Quran dan Terjemahannya”, 223.

13 Muhammad Farugq Nabhan, al-Madkhal li al-Tasyri’l al-lslami,
(Beirut: Dar al-Qolam, 1981), him. 11.



berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku tindak pidana
penodaan agama. Oleh sebab itu, jarimah yang tidak
terdapat atau tidak ada ketetapannya dalam syari’at baik
dalam al-Qur’an ataupun Hadits dengan ketentuan yang
pasti dan terperinci maka dapat dikenakan dengan jarimah
ta’zir** Hal ini merupakan tindakan preventif bagi orang
lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama.®

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dalam Pasal 156 dan 156a telah mengatur
mengenai masalah penodaan agama.'® Artinya, bahwa
setiap orang yang melakukan perbuatan yang
menimbulkan permusuhan dan kebencian, dan penodaan
terhadap suatu agama tersebut dapat dipidana. Namun,
hukum pidana positif (KUHP) tampaknya belum mampu
mengantisipasi terhadap pelaku penodaan agama dalam
memberikan efek jera. Sehingga masih ditemukan
banyaknya kasus-kasus penodaan agama walaupun ada
beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan
sebagai delik agama.

Delik agama dalam hukum pidana di Indonesia
adalah suatu penyelidikan tentang bagaimana sebab-sebab
latar belakang peristiwa, serta adakah unsur pidana yang
terkandung di dalam pasal 156 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana tersebut dalam kemungkinan-kemungkinan
terciptanya delik agama di dalamnya.’

14 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,
2004), him. 11. Lihat juga Makhrus Munajat, Figh Jinayah: Norma-Norma
Hukum Pidana islam, (Yogyakarta: Syariah Press, 2008), him. 158.

15 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia,
2000), him. 63.

16 Lihat UU PNPS No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dan lihat juga dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan 156a.

17 Juhaya S. Praja, dkk, Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia
(Bandung: Angkasa, 1982), h. 10.



Hukum positif dan hukum islam memiliki
kesamaan dalam tujuan, yaitu untuk menjaga kepentingan
dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan
hidup bagi seluruh masyarakatnya.’® Dalam islam,
penodaan terhadap agama dianggap sama halnya dengan
penghinaan terhadap agama. Penghinaan itu meliputi
penghinaan terhadap sumber hukum islam baik terhadap
al-Qur’an maupun hadits, dan berpaling atau tidak
mempercayai dari ketentuan yang ada pada keduanya.
Perbuatan ini bagi seorang muslim merupakan bagian dari
perilaku yang mendekatkan diri kepada perbuatan murtad.

Menurut al-Asymawi menyatakan bahwa belum
ada kepastian bahwa Nabi Muhammad SAW telah
menetapkan hukuman bagi orang yang murtad kepada
seorangpun. Bahkan dalam konsep kebebasan beragama,
islam sudah jelas mengaturnya. Terdapat dalam Q.S. Al-
Bagarah ayat 256:

gﬁGAbﬁKigﬁgJ\yﬁﬁ\gﬂxdmda;\
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“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam);
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan
yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada
Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia
telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang
tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui” (Q.S. Al-Bagarah ayat 256).1°

Secara spesifik, dalam hukum islam terdapat
kajian mengenai aturan dan hukuman yang berkaitan
dengan tindak pidana penodaan agama, kemudian untuk

18 A, Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih
Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. 1, h. 15.
19 Tim Penerjemah, “4/-Quran dan Terjemahannya”, 42.



mengurainya perlu diketahui terlebih dahulu pengertian
dan unsur-unsur perbuatan tersebut. Tindak pidana
(jarimah ) menurut hukum pidana islam terbagi menjadi
tiga bagian, yaitu hudud, gishash, dan ¢a’zir.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis
tertarik untuk melakukan analisis lebih dalam mengenai
tindak pidana penodaan agama melalui media sosial, untuk
diangkat sebagai sebuah skripsi dengan judul “Analisis
Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap
Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama
Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor
726/Pid.Sus/2023/PN Plg”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis
paparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah
sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana penodaan
agama melalui media sosial menurut pertimbangan
hukum hakim?

2. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana penodaan
agama melalui media sosial menurut Hukum Pidana
Islam?

. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana
penodaan agama melalui media sosial menurut
pertimbangan hukum hakim.

2. Mengetahui bagaimana sanksi bagi pelaku tindak
pidana penodaan agama melalui media sosial menurut
Hukum Pidana Islam.



D. Maanfaat Penelitian
Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan
manfaat praktis. Adapun kedua kegunaan manfaat tersebut
adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah sebagai
pengembangan pemikiran hukum, penelitian hukum,
serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum
yang mendasari sistem hukum untuk memperkuat
landasan hukum yang adil bagi masyarakat dan
institusi.

2. Secara praktis manfaat penelitian ini adalah sebagai
penerapan hukum untuk menyelesaikan konflik,
menjaga ketertiban sosial, serta memberikan
perlindungan terhadap hak dan kepentingan individu.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada umumnya merupakan
paparan singkat dari hasil-hasil penelitian sebelumnya
yang telah dilakukan. Tinjauan pustaka memiliki manfaat
dalam memberikan hasil kepustakaan yang relevan dan
valid serta membahas topik atau permasalahan yang
memiliki keterkaitan dengan judul yang diajukan. Adapun
tinjauan pustaka ditunjukkan untuk mengetahui secara
fokus dari pembahasan yang diteliti oleh penulis. Selain
itu, tinjauan pustaka dapat digunakan sebagai bahan
pembanding peneliti maupun bahan referensi penelitian
sebelumnya yang memeliki persamaan dan perbedaan
untuk menunjang penelitiannya. Adapun referensi yang
penulis jadikan sebagai tinjaun dalam penelitian ini dan
memiliki ketersinggungan dengan penelitian yang akan
dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Nopa Wahyudi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2020. Skripsi
ini berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan
Agama Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-
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Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU
ITE)”.2 Skripsi ini membahas dan menganalisis
apakah Pengadilan Negeri Jambi telah sesuai dengan
UU ITE dan KUHP terkait putusan pidana yang
diberikan oleh Pengadilan Negeri Jambi. Tetapi dalam
penelitian ini tidak membahas mengenai sanksi pelaku
tindak pidana penodaan agama melalui media sosial
dalam persepktif Hukum Pidana Islam.

2. Muhammad Amin, Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2016. Skripsi ini
berjudul “Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan
Agama dalam Putusan Mahkamah Agung No.
1787K/Pid/2012”.2t Skripsi ini membahas tindak
pidana penodaan agama perspektif hukum Pidana
Positif secara khusus dalam putusan hakim No.
1787K/Pid/2012 terhadap konflik keberagamaan di
Sampang, Madura. Tetapi dalam penelitian ini tidak
membahas mengenai sanksi pelaku tindak pidana
penodaan agama melalui media sosial dalam
persepktif Hukum Pidana Islam.

3. M. Andri Fauzan, Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara, Medan, tahun 2013. Skripsi ini
berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui
Jejaring Sosial Dikaitkan dengan Undang-Undang No.
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik™.?? Skripsi ini membahas tindak pidana
penodaan agama melalui jejaring sosial perspektif

20 Nopa Wahyudi, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama
Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) ”. (2020)

2L Mohammad Amin, “Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan
Agama dalam Putusan No. 1787K/Pid/2012”, (2016)

22 M. Andri Fauzan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan dengan
Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik . (2013)
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Hukum Pidana Positif secara sempit yang dikaitkan
dengan Undang-Undang NO. 8 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi dalam
penelitian ini tidak membahas mengenai sanksi pelaku
tindak pidana penodaan agama melalui media sosial
secara luas dalam persepktif Hukum Pidana Islam.

4. Kurnia Dewi Anggraeny, jurnal berjudul “Penafsiran
Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif
Hukum”.2® Dengan hasil penelitian menunjukkan
bahwasanya penodaan agama secara gramatikal yaitu
menghinakan dan merendahkan (derajat dan
sebagainya). Pada KUHP terdapat delik yang
dikategorikan sebagai delik terhadap agama yaitu
Pasal 156 Pada Kasus Tindak Pidana Penodaan
Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok
dengan putusan perkara No.1537/Pid.B/2016/PN.Jkt
Utr. Hakim memutuskan bahwa Ahok terbukti
melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan
perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan
terhadap suatu golongan rakyat Indonesia,
sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP. Tetapi
dalam penelitian ini tidak membahas mengenai sanksi
pelaku tindak pidana penodaan agama melalui media
sosial secara luas dalam perspektif Hukum Pidana
Islam.

5. Diah Gustiniati Maulani, jurnal berjudul “Analisis
Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di
Indonesia”.®* Dengan hasil bahwa pelaku tindak
pidana penodaan agama dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum pidana jika memenuhi syarat, kemudian

23 Kurnia Dewi Anggraeny, ‘“Penafsiran Tindak Pidana Penodaan
Agama Dalam Perspektif Hukum”. (2017)

24 Diah Gustiniati Maulani, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan
Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di
Indonesia”. (2013)
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pemidanaan diartikan sebagai suatu pemberian atau
penjatuhan pidana yang dapat dilihat dari 2 (dua) sudut
pandang, yaitu pertama secara fungsional bekerjanya
atau berprosesnya, kedua secara keseluruhan sistem
(aturan perundang-undangan). Tetapi dalam penelitian
ini tidak membahas mengenai sanksi pelaku tindak
pidana penodaan agama melalui media sosial secara
luas dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu metode atau
cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi
sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode
merupakan pedoman atau cara seorang ilmuwan dalam
mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang
di pahami.?
1. Jenis Penelitian
Penelitian Hukum merupakan suatu proses untuk
menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum
maupun doktrin-doktrin  hukum untuk menjawab
problem dan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang
bersifat yuridis normatif (legal reasech) yaitu
penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan
kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.?® Jenis
penelitian ini  menggunakan penelitian pustaka
(library research), yaitu penelitian yang menekankan
sumber referensinya dari buku-buku ilmu hukum,
jurnal, dan literatur yang relevan sebagai objek

%5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:
(Universitas Indonesia Press. 1986), h., 67

% peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana,
2010), him. 35.
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penelitian.?”  Telaah yang digunakan  untuk
menguraikan  objek penelitian pada dasarnya
didasarkan pada observasi kritis dan rinci terhadap
problematika hukum yang terjadi sekarang ini.
2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa
pendekatan, pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan kasus (case approach) yaitu pendekatan
yang dilakukan menganalisis, dan menelaah yang
digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan
hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data itu
dapat diambil.?® Untuk mengatasi masalah hukum dan
memberikan rekomendasi yang tepat, maka diperlukan
sumber-sumber data. Sumber data penelitian yang
penulis gunakan adalah sumber data sekunder. Data
sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi
literature atau analisis terhadap berbagai bahan
pustaka yang relevan dengan masalah atau topic
penelitian, khususnya dalam konteks bahan hukum.?®
Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan
hukum, yaitu:
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan-

bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum

yang mengikat secara yuridis.*® Bahan hukum

primer yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu

27 Soerono Soekanto, Sri Mamuji, Pengantar Penelitian Hukum,
(Jakarta: Ul Press, 2001), him. 13

28 Sharsimi, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta:
Rinek Cipta, 1993), 120.

29 Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 156.

30 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:
Universitas Indonesia (UIPress), 2007, 52
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terdiri dari Al-Qur’an dan Hadits, Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan
156a, UU PNPS Nomor 1 Tahum 1965 Tentang
Penodaan Agama, UU ITE Pasal 28 ayat (1) dan
ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik dan Putusan Pengadilan
Negeri Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN
Plg.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder, merupakan
bahan-bahan hukum yang dapat menjelaskan
tentang bahan-bahan hukum primer. Sumber
hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti
yaitu buku, karya ilmiah berupa tesis, jurnal,
artikel yang berhubungan dengan objek penelitian
dan membahas mengenai kebijakan hukum.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam
penelitian ini maka penulis menggunakan metode
pengumpulan data studi kepustakaan, yaitu dengan
cara mencari, membaca, mengkaji, menelaah dan
menganalisa, serta membandingkan sumber-sumber
bahan hukum, kemudian menganalisis pendapat para
pakar hukum pidana dan pendapat para ulama yang
terdapat pada buku-buku dan internet yang
mempunyai hubungan dengan permasalahan yang
sedang dibahas.
5. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik
analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif
kualitatif, dimana dalam proses analisis data dilakukan
secara bersamaan dengan pengumpulan data,
kemudian  mengorganisasikan  data, kemudian
memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan
memutuskan apa yang dapat dijadikan kesimpulan
sebagai temuan dari penelitian. Hal ini diharapkan
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dapat mempermudah dalam pemahaman hasil
penelitian ini dan mengambil data terkait dengan
permasalahan yang diteliti secara konkrit.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas
dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini,
maka peneliti memberikan gambaran atau penjelasan
secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan
skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab
nya menitik beratkan pada aspek yang berbeda namun
saling berkaitan dan menjaga keutuhan dalam pembahasan
penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan
skripsi ini yaitu:

Bab | pendahuluan, yang berisi tentang uraian
latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi
penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Il Dberisi tentang landasan teori yang
digunakan untuk membahas bab selanjutnya, yang terdiri
dari penodaan agama dan jarimah riddah.

Bab 111 membahas perihal gambaran umum yang
akan memberikan pemaparan mengenai objek penelitian
yang akan diamati yaitu tinjauan perkara Putusan tentang
penodaan agama Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg) yang
terdiri dari profil Pengadilan Negeri Palembang dan
Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Bab IV memaparkan hasil dari analisis penelitian
yang merupakan sebuah pokok pembahasan dalam skripsi,
yaitu sanksi bagi pelaku tindak pidana penodaan agama
melalui media sosial menurut Putusan Nomor
726/Pid.Sus/2023/PN Plg, dan sanksi bagi pelaku tindak
pidana penodaan agama melalui media sosial menurut
Hukum Pidana Islam.
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Bab V penutup, yang berisi tentang kesimpulan
dan saran. Kesimpulan yang merangkum temuan utama
dari penelitian dan implikasinya. Sedangkan saran yang
menyajikan saran-saran untuk penelitain selanjutnya atau
tindakan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian.



BAB |1
PENODAAN AGAMA DAN JARIMAH RIDDAH

A. Penodaan Agama

1. Pengertian Tindak Pidana Penodaan Agama
dalam Hukum Positif
Pengertian penodaan agama menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Penodaan berarti
menghinakan, merendahkan (derajat dan sebagainya).
Beberapa pakar hukum lebih memilih menggunakan
kata cela atau mencela dibandingkan nista atau
menista, perbedaan istilah tersebut disebabkan oleh
penerjemahan kata smaad (menista secara lisan) dari
bahasa Belanda.! Secara umum penodaan agama
diartikan sebagai pertentangan hal-hal yang dianggap
suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) seperti
simbol-simbol agama, pemimpin agama dan kitab suci
agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya
adalah perkataan atau tulisan yang menentang
ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.? Pada
agama lIslam, tidak mengatur secara khusus tentang
penodaan agama, al-Qur’an menggunakan istilah
kemurtadan/ketidakhormatan dan kafir.
Pemuka agama Islam yang tergabung dalam
MUI (Majelis Ulama Indonesia), yaitu Zainal Arifin
sebagai Ketua MUI di Kota Surakarta, mengatakan
pengertian dari penodaan agama adalah melecehkan,
menghina agama Islam, serta merendahkan elemen-
elemen agama Islam. Dalam pengertian tersebut dapat
ditentukan kriteria penodaan agama Islam, narasumber

1Sadiq Adhetyo, Delik Penistaan Agama Dalam Hukum Positif
Indonesia, http://rajapena.org/delik-penistaan-agama-dal  am-hukum-positif-
indonesia/, diakses pada 21 juni 2024.

2pultonidkk., Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama
dan Ujaran Kebencian, (Jakarta, ILRC, 2012), 44.

17


http://rajapena.org/delik-penistaan-agama-dal%20am-hukum-positif-indonesia/
http://rajapena.org/delik-penistaan-agama-dal%20am-hukum-positif-indonesia/
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mengatakan bahwa penentuan kriteria  terkait
penodaan agama khususnya agama Islam yaitu
melecehkan, merendahkan serta menghina agama
Islam. Ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 29
mengatur tentang kebebasan beragama, apabila
dikaitkan dengan hukum agama jelas bahwa
diperbolehkan memeluk agama sesuai kepercayaan
masing-masing. Oleh karena itu, antar umat beragama
harus saling toleransi dan menghormati agama lain
sesuai semboyan Bhineka Tunggal Ika walaupun
bermacam-macam suku, bangsa, dan agama namun
tetap satu di Indonesia.®

Delik Agama dalam pengertian Delik
Terhadap Agama, tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 1 PNPS 1965 dan khususnya Pasal 156a
KUHP (penodaan terhadap agama dan melakukan
perbuatan agar orang tidak menganut agama) . Pada
delik agama dalam pengertian delik “terhadap agama”
(Pasal 156 KUHP) awalnya tidak dijumpai dalam
ketentuan KUHP. Delik ini ditujukan khusus untuk
melindungi Keagungan dan kemuliaan Tuhan, Sabda
dan Sifatnya, Nabi/Rasul, Kitab Suci, Lembaga-
lembaga Agama, Ajaran Ibadah Keagamaan, dan
tempat beribadah atau tempat suci lainnya. Perlu
ditegaskan, bahwa delik agama dalam pengertian
“delik terhadap agama”, yakni Pasal 156a dalam
KUHP, sudah ada sejak dikeluarkannya Undang-
Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, Lembaran
Negara No. 3 Tahun 1965, tertanggal 27 Januari 1965,
di mana salah satu Pasalnya, yaitu Pasal 4 Undang-

3Kimdaine Ulima Jayatri, Supanto, Penentuan Kriteria Tindak Pidana
Penodaan Agama, Recidive Volume 5 No. 1 Januari - April 2016 him. 51.
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Undang Nomor 1 PNPS 1965 dimasukkan ke dalam

KUHP menjadi Pasal 156a.*

a. Tindak Pidana Penodaan Agama dalam KUHP

Pada Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) terdapat delik yang dikategorikan
sebagai delik terhadap agama yaitu Pasal 156
KUHP untuk mengatur seseorang yang dengan
sengaja menyatakan perasaan permusuhan,
kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau
beberapa golongan rakyat Indonesia. Setelah
diundangkannya Undang-Undang No.
1/PNPS/1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, maka
dalam KUHP ditambahkan Pasal 156a. Penjelasan
umum yang dapat dilihat dari peraturan tersebut
bertujuan untuk melindungi ketentraman setiap
orang dalam beragama dari penodaan atau
penghinaan agama atau ajaran-ajaran yang tidak
memeluk agama.®
Bagian ini akan lebih difokuskan pada

pasal 156 KUHP yang sering dijadikan rujukan
hakim dalam memutus suatu perkara penodaan
agama. Isi dari peraturan tersebut dalam
Ketertiban Umum Pasal 156 berbunyi :
“Barang siapa di muka umum menyatakan
perasaan  permusuhan,  kebencian  atau
penghinaan terhadap suatu atau beberapa
golongan rakyat Indonesia, diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun atau
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah”.®

4 AA Syafruddin, BAB Il Tinjauan Pustaka, 2012 him. 32.

SKurnia Dewi Anggraeny Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama
Dalam Perspektif Hukum, Volume 2, No. 1, Juni 2017hIm. 290.

6 Duwi Handoko, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pekanbaru:
Hawa dan Ahwa, 2018), 35.
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Pengertian umum dalam pasal 156 KUHP
yaitu tiap-tiap bagian dari penduduk Negara
Indonesia yang mempunyai perbedaan satu dari
beberapa bagian dengan penduduk lain
dikarenakan bangsanya (ras), agamanya, tempat
aslinya, keturunannya, kebangsaannya atau
hukum tata negaranya, melakukan suatu perbuatan
yang bersifat permusuhan, kebencian dan
penghinaan  terhadap  perbedaan  tersebut
dikenakan pidana menurut Undang-Undang yang
berlaku. Sebagaimana Pasal tersebut diatas,
dikategorikan sebagai delik terhadap agama,
bagian dalam pasal ini yang ingin dilindungi yaitu
suatu golongan rakyat Indonesia. Sedangkan
dalam pasal 156a KUHP menyatakan bahwa:
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya
lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka
umum mengeluarkan perasaan atau melakukan
perbuatan :

1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan,
penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu
agama yang dianut di Indonesia.

2. Dengan maksud agar supaya orang tidak
menganut agama apapun juga, yang bersendikan
Ketuhanan Yang Maha Esa.’

Unsur pertama dari pasal tersebut
menyebutkan unsur dengan sengaja, dimaksudkan
bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana
penodaan agama menghendaki untuk melakukan
tindakan mengeluarkan perasaan atau melakukan
perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau
penodaan terhadap suatu agama yang dianut di
Indonesia dan sudah mengetahui akibat yang akan

" Duwi Handoko, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pekanbaru:
Hawa dan Ahwa, 2018), 35.
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ditimbulkan dari perbuatan tersebut, tindakan
tersebut menyebabkan mendorong supaya orang
tidak menganut agama apapun juga Yyang
bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur
kedua dari pasal tersebut “di muka umum”,
perbuatan yang dilakukan di muka umum (inhet
open baar), berarti perbuatan yang dilakukan
tersebut dilihat lebih dari satu orang dan dimana
masyarakat publik dapat mendengar dan
membacanya di tempat umum.

Unsur ketiga “mengeluarkan perasaan
atau melakukan perbuatan”. Unsur ini mempunyai
dua tindakan yang berbeda dalam hal sifat. Pada
unsur mengeluarkan pendapat yaitu perbuatan
seseorang yang bentuknya bisa lisan atau tertulis
sehingga dapat mewujudkan apa yang dilihat,
dirasakan, difikirkan oleh pelaku, sedangkan
melakukan perbuatanya itu lebih pada berupa
tindakan seperti merobek Kitab suci, membakar
rumah ibadah, menginjak kitab suci, dan lain-lain.
Unsur yang keempat yaitu “Yang pada pokoknya
bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau
penodaan terhadap suatu agama yang dianut di
Indonesia”. Dalam unsur ini bersifat permusuhan
maksudnya vyaitu perbuatan yang dilakukan
menimbulkan suatu keadaan yang timbulnya
perasaan benci, membenci atau amarah bagi umat
beragama yang agamanya diganggu serta dinodai
atau perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuatan
yang memusuhi agamanya. Dalam unsur kelima
bersifat penyalah gunaan artinya perbuatan
tersebut merupakan perbuatan yang menyalah
gunakan ajaran-ajaran dari agama untuk tujuan
yang tidak sepatutnya dilakukan.
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b. Tindak Pidana Penodaan Agama dalam UU

ITE

Tindak pidana di media sosial termasuk dalam
tindak pidana di bidang teknologi informasi,
dikenal pula kejahatan siber atau dunia maya.
Cyber crime adalah aktivitas kejahatan di dunia
maya dengan memanfaatkan jaringan computer
sebagai alat dan jaringan internet sebagai
medianya atau perbuatan melawan hukum yang
menggunakan sarana internet yang berbasis pada
kecanggihan teknologi komputer dan
telekomunikasi. Kejahatan di dunia maya tersebut
bisa mengakibatkan kerugian materiil maupun
immaterial seperti waktu, nilai, jasa, uang, barang
dan dapat menghilangkan harga diri serta martabat
seseorang.®

Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik
Dalam Pasal 28 (2) UU ITE berbunyi: “Setiap
orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan  kebencian atau  permusuhan
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar
golongan (SARA).” Pasal 45 ayat (2) berbunyi:
“Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 tahun dan/atau denda paling
banyak 1 miliar rupiah.”. °

8 lbrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, Pengantar Hukum Siber,
Kotabumi: Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2019, him. 7.

% Pasal 28 (e) Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik
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2. Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama dalam
Hukum Positif
a. Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama
dalam KUHP
Penodaan agama secara umum dipahami
sebagai perlawanan terhadap hal-hal yang dipuja
atau dilarang (tabu), seperti simbol agama, otoritas
agama, atau kitab suci agama. Kata-kata atau
tulisan-tulisan yang memusuhi keyakinan aliran
utama adalah contoh penodaan agama secara
umum. Penodaan agama tidak memiliki definisi
atau pemahaman vyang tepat dalam hukum.
Penodaan agama tidak secara  eksplisit
didefinisikan atau dijelaskan baik dalam Pasal 1
UU PNPS maupun Pasal 156a KUHAP (pasal
penodaan agama)?®. Ada beberapa undang-undang
yang mengatur penodaan agama Yyang bisa
disebutkan. Penodaan agama dilarang menurut
pasal 156a KUHP. Meskipun hakim sering
menggunakan pasal ini sebagai acuan dalam kasus
penodaan agama, namun pada kenyataannya tidak
selau demikian. Menurut Pasal 156a dan 157
KUHP berbunyi:
Pasal 156a
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya
lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka
umum mengeluarkan perasaan atau melakukan
perbuatan :!

10 Skripsi yang ditulis oleh Bhima Adi Sujarwanto, “Analisis Yuridis
PertanggungJawaban Hukum Pidana Penodaan Agama (Putusan Pengadilan
Negeri Ciamis Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Cms). Diploma Thesis, Universitas
Nasional, 2023, 10.

11 Duwi Handoko, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pekanbaru:
Hawa dan Ahwa, 2018), 35.
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1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan,
penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu
agama yang di anut di Indonesia;

2. dengan maksud agar supaya orang tidak
menganut agama apapun juga, Yang
bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 157

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan,
atau menempelkan tulisan atau lukisan di
muka umum, Yyang isinya mengandung
pernyataan perasaan permusuhan, kebencian
atau penghinaan di antara atau terhadap
golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan
maksud supaya isinya diketahui atau lebih
diketahui oleh umum, diancam dengan pidana
penjara paling lama dua tahun enam bulan
atau pidana denda paling banyak empat ribu
lima ratus rupiah.

2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan
tersebut pada waktu menjalankan
pencariannya dan pada saat itu belum lewat
lima tahun sejak pemidanaannya menjadi
tetap karena kejahatan semacam itu juga yang
bersangkutan dapat dilarang menjalankan
pencarian tersebut.

Menurut Adami Chazawi, dua kejahatan
termasuk dalam komponen Pasal 156a. Kejahatan
yang pertama unsur-unsurnya terdapat objektif
dan subjektif. Ada beberapa undang-undang yang
mengatur penodaan agama yang bisa disebutkan.

Menurut Adami Chazawi, dua kejahatan
termasuk dalam komponen Pasal 156a:

1. Kejahatan yang pertama unsur-unsurnya
terdapat objektif dan subjektif. Secara
obyektif, penistaan agama mencakup hal-hal
seperti “mengekspresikan emosi, berperilaku
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memusuhi penyalahgunaan penistaan agama,
topiknya adalah agama yang dianut di
Indonesia, dan dilakukan di depan umum”.
Namun, menurut saya, itu adalah kesalahan
yang disengaja.

2. Ada komponen untuk jihad ganda aktual dan
konseptual. Klausa tujuannya adalah,
“Tindakannya mengeluarkan perasaan dalam
arti melakukan perbuatan dengan dilakukan di
depan umum.” Tujuan dari komponen
bawahan adalah untuk mencegah orang
menolak segala bentuk agama yang
didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang
Maha Esa. 2
Jika semua kriteria ini telah dipenuhi, maka

penodaan agama dianggap telah dilakukan, dan
kemudian diancam dengan hukuman. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa ketika tindak
pidana dan penodaan agama digabungkan, maka
yang dimaksud adalah  perbuatan  yang
mengandung semua komponen penodaan agama.
Hal ini akan diperjelas dalam pembahasan berikut
ini. Barangsiapa dengan sengaja mengungkapkan
perasaan atau perbuatan di muka umum yang: (1)
secara mendasar memusuhi, menghina, atau
menodai suatu agama yang dianut di Indonesia;
atau (2) dimaksudkan untuk menyurutkan orang
untuk memeluk suatu agama yang tidak semata-
mata beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima
tahun. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai
dasar negara Pancasila menjadi dasar  yang

12 Skripsi yang ditulis oleh M. Fawwazul Hagqie, “Tindak Pidana
Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Ditinjau Dalam Hukum Pidana Positif
dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No: 434/Pid.Sus/2016/PN Byw). UIN
Syarif Hidayatullah, 2017, Hal. 21-22.
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digunakan untuk memasukkan delik agama dalam

KUHP. #Adapun rumusan delik yang terkandung

dalam Pasal 156a tersebut adalah:

1. Setiap orang

2. Didepan orang lain

3. Mencari penerimaan secara luas

4. Mengamalkan suatu kepercayaan yang dianut
di Indonesia, atau melakukan kegiatan
keagamaan yang berhubungan dengan agama
itu, dengan cara yang menyimpang dari inti
ajaran agama itu.*

Pasal 156a sering digunakan oleh hakim
sebagai acuan dalam kasus penodaan agama,
sehingga sering dimasukkan dalam Klasifikasi
penodaan agama sebagai bahan acuan utama.
Selain itu, meskipun pasal ini dianggap multitafsir
oleh sebagian kalangan, namun menurut pandangan
lain, penodaan agama perlu tetap ada dalam KUHP
untuk mencegah terjadinya penyimpangan,
menegakkan kesucian agama, menjaga agar
manusia tidak tersesat, dan menjaga perdamaian
agama yang ada. berdasarkan Tuhan Yang Maha
Esa.’® Berlakunya Pasal 156a dari Pasal 4 yang
mendekati norma hukum Pasal 3 keduanya
memiliki kedudukan yang berbeda, menurut
Mudzakkir:

Pertama, 156a KUHP merupakan delik
yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada

13 Randy A Adare, “Delik Penodaan Agama Ditinjau Dari Sudut
Pandang Hukum Pidana Di Indonesia”, Jurnal Lex Et Societis, Vol. | No. 1 Jan-
Mrt 2013, him. 94.

14 Ismahudi, “Analisa Pidana Hukum dan Kriminologi Terhadap
Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia”’, him. 65.

15 Tbnu Tulaji Ahmad Al Mughoffary, “Analisis Muatan Materi Pasal
Penodaan Agama dalam Kajian Politik Hukum Pidana”, Jurnal Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum Sunan Giri Malang, him. 60
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hukum administrasi norma atau pengenaan sanksi
administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2.
Sedangkan Pasal 4 mengatur perubahan KUHP
khususnya Pasal 156a KUHP dan setelah undang-
undang dinyatakan berlaku, keberadaan Pasal 156a
KUHP tetap berlaku sendiri dan tidak merugikan.
Ketentuan Pasal 3 merupakan sanksi pidana di
bidang hukum administrasi yang  digunakan
sebagai andalan. Menurut pembacaan Pasal 156a
KUHP, sanksi administratif harus diterapkan
terlebih dahulu, dari yang paling ringan ke yang
paling berat sebelum menerapkan sanksi pidana.
Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan
yurisdiksi  kepada aparat penegak hukum,
khususnya pada tingkat acara penegakan hukum
pidana yang tidak atau tidak rentan terhadap
kompetensi  yudikatif. Untuk menyampaikan
maksud dan tujuan pelarangan suatu perbuatan dan
penegakan norma hukum pidana, KUHP sudah
memuat rumusan hukum pidana dalam Pasal 156a
yang komperhensif, sistematik, atau ada
hubungannya dengan penjelasan umum dan
penjelasan Pasal 4 atau 156a KUHP. ¢

Pasal ini memperhitungkan kemungkinan
bahwa seseorang yang melakukan penodaan dapat
berasal dari dalam kelompok agama itu sendiri atau
dari keyakinan yang berbeda sama sekali. Seorang
pemeluk Hindu boleh menghina agama Kristen
secara lahiriah sedangkan seorang Muslim boleh
menodai Islam secara batiniah, asalkan kedua
perbuatan itu termasuk unsur-unsur yang tercantum
dalam Pasal 156a.

16 Muhammad Fadlan Asif “Analisisis Hukum Islam Terhadap Pasal
156a (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama”, him. 52-54.
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b. Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama
dalam UU ITE
Meskipun hak untuk menjalankan keyakinan
seseorang dilindungi oleh undang-undang,
perlindungan tetap diperlukan. Dalam hal ini,
penerapan jaminan diatur dalam UU No.
1/PNPS/1965 dan Pasal 156 dan 156a KUHP.
Untuk mengendalikan kejahatan yang melibatkan
informasi dan transaksi elektronik, serta yang
dilarang jika dilakukan melalui situs jejaring
sosial, diperlukan undangundang tambahan.
Menanggapi tuntutan perkembangan teknologi
dan informasi, pengaturan ini dituangkan dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-
undang ini kemudian menjadi pedoman dan
landasan bagi tindak pidana penodaan agama yang
melibatkan data dan transaksi elektronik, dan
dapat digunakan oleh aparat penegak hukum
untuk mendakwa pelakunya. Perbuatan yang
dilarang tersebut tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik, Pasal 28(e), Ayat 2.
Pernyataan selengkapnya berbunyi sebagai
berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa
batas menyebarkan informasi yang bertujuan
untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan
terhadap orang tertentu. dan/atau kelompok
masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan
antar umat (SARA) . V'
Terkait dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik Pasal 28(e) ayat (2), putusan

17 Pasal 28 (e) ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik
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terkait penyebaran ujaran kebencian yang relevan

adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

2. Dengan sengaja dan tanpa hak

3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa  kebencian  atau
permusuhan individu dan/atau kelompok
tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan
Antar Golongan (SARA).

Secara singkat, UU No. 1/NPS/1965 dan
Pasal 156 dan 156a KUHP samasama menyebut
penodaan agama sebagai tindak pidana. Kedua
undang-undang ini dapat menjadi salah satu
panduan mendasar yang digunakan oleh otoritas
penegak hukum untuk menangkap dan mengadili
mereka yang menodai agama. Jika akta tersebut
dilakukan melalui jejaring sosial, maka Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik menjadi landasan
hukumnya. 8

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana di
media sosial dan sanksi hukumnya yaitu sebagai
berikut:

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik diatur bahwa setiap orang yang
dengan sengaja  dan  tanpa  hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
danfatau  membuat dapat  diaksesnya

18 Muhammad Andri Fauzan Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial
Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik”, Jurnal, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara, 2013, hal 11.
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informasi  elektronik dan/atau  dokumen
elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu
miliar rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik diatur bahwa setiap orang yang
dengan sengaja dan  tanpa  hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
danfatau  membuat dapat diaksesnya
informasi  elektronik dan/atau  dokumen
elektronik yang memiliki muatan perjudian
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik diatur bahwa setiap orang yang
dengan sengaja  dan  tanpa  hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
danfatau  membuat dapat diaksesnya
informasi  elektronik dan/atau  dokumen
elektronik yang memiliki muatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik diatur bahwa setiap orang yang
dengan sengaja  dan  tanpa  hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau  membuat dapat diaksesnya
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informasi  elektronik dan/atau  dokumen
elektronik yang memiliki muatan pemerasan
dan/atau pengancaman dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak
Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik diatur bahwa setiap orang yang
dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
berita bohong dan menyesatkan yang
mengakibatkan kerugian konsumen dalam
transaksi elektronik dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp.1.000.000.000,-
(satu miliar rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik diatur bahwa setiap orang yang
dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan
rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak
Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik diatur bahwa setiap orang yang
dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan
informasi  elektronik dan/atau  dokumen
elektronik yang berisi ancaman kekerasan
atau menakut-nakuti yang ditujukan secara
pribadi dipidana dengan pidana penjara
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paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus
lima puluh juta rupiah). Salah satu bentuk
tindak pidana di media sosial yang paling
banyak ditangani oleh pihak kepolisian pada
tahun 2019 adalah penyebaran informasi yang
ditujukan untukmenimbulkan rasa kebencian
atau permusuhan individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,
agama, ras, dan antar golongan (SARA).%°

B. Jarimah Riddah

1. Pengertian Jarimah Riddah

Istilah riddah berasal dari kata radda, yang secara
etimologi berarti berbalik kembali. Sedangkan secara
terminologi riddah berarti kembali kepada kekafiran
dari keadaan beriman. Dalam literatur figh, riddah
didefinisikan sebagai kembali (kepada kekafiran) dari
Islam atau memutuskan (diri) dari Islam menurut
Sayyid Sabiq, riddah adalah kembalinya orang Islam
yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan
kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang
lain, baik laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan dalam ensiklopedi Hukum Islam
riddah dipahami sebagai keluar dari agama Islam
menuju kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun
tindakan baik dimaksudkan sebagai senda gurau, atau
dengan sikap permusuhan maupun karena suatu
keyakinan. Pada mulanya, riddah adalah keluar dari
Islam  menuju kepada kekafiran, kemudian
berkembang kepada segala perbuatan berupa
pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Islam, atau

Andrew Shandy Utama, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Di Media
Sosial dan Sanksi Hukumnya, Prosiding-Seminar Nasional Teknologi Informasi
& llmu Komputer (SEMASTER) Vol 1. No.1 2020 him. 277.
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penghinaan terhadap Allah dan Rasul-Nya, bahkan
pandangan-pandangan yang keras terhadap Islam,
dianggap sebagai kesesatan dan dinyatakan sebagai
riddah, dan pelakunya disebut murtad. Klaim murtad
berdasarkan kategori ini banyak dialami oleh tokoh-
tokoh seperti: Nasr Hamid Abu Zayd, Faraj Fauda, dan

Hassan Hanafi di Mesir, Mahmud Muhammad Taha di

Sudan, Asim Nesindi Turki dan Taslima Nasreen di

Bangladesh, dan mereka semua diancam hukuman

mati.?

uUnsur-unsur jarimah riddah terbagi menjadi dua
jenis yaitu:

a. Kembali (ke Luar) dari Islam, unsur pertama dari
Jjarimah riddah adalah keluar dari islam, yang
berarti seseorang meninggalkan agama setelah
sebelumnya mempercayai dan meyakininya.

Keluar dari islam bisa terjadi dengan salah
satu tiga cara, Yyaitu: dengan perbuatan atau
menolak perbuatan, dengan uacapan (perkataan),
dan dengan iktikad atau keyakinan.?* Keluar dari
islam dengan perbuatan terjadi ketika seseorang
melakukan tindakan yang dilarang oleh islam,
menganggpnya boleh dilakukan atau tidak
dianggap sebagai larangan, baik dengan sengaja
atau dengan sikap meremehkan terhadap ajaran
islam, bahkan menunjukkan sikap sombong.
Contohnya seperti melakukan sujud kepada
berhala, matahari, bulan, atau bintang, atau
melemparkan al-Qur’an atau kitab /adfis ke tempat
yang tidak layak, atau bahkan menginjak-nginjak
atau menghina, serta tidak lagi mempercayai
ajaran yang disampaikan oleh al-Qur’an.

Dlmroatul Azizah, Sanksi Riddah Perspektif Magasid al-Shari’ah, al-
Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 5, Nomor 2, Oktober 2015
HIm. 596.

2L Abd Al-Qadir Audah, I1, op. cit., him. 707.
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Termasuk juga dalam kategori ini adalah orang-
orang yang melakukan perbuatan haram seperti
zina, pencurian, minum minuman keras (khamr),
atau membunuh dengan keyakinan bahwa
perbuatan-perbuatan tersebut dihalakan menurut
keyakinan mereka.

Adapun yang dimaksud dengan menolak
perbuatan adalah sikap seseorang yang enggan
atau tidak mau melaksanakan perbuatan yang
diwajibkan oleh agama (islam), karena ia yakin
bahwa perbuatan tersebut tidak diwajibkan
baginya. Contohnya seperti menolak untuk
melaksanakan sholat, zakat, puasa, atau haji
karena merasa bahwa semua itu tidak diwajibkan.

Seseorang juga dapat keluar dari islam
melalui ucapan (perkataan), seperti ketika mereka
mengeluarkan pernyataan dari mulut mereka yang
mengandung  unsur  kekafiran.  Contohnya
termasuk menyatakan bahwa Allah memiliki
anak, mengklaim diri sebagai nabi, mempercayai
pengakuan seseorang sebagai nabi, mengingkari
nabi, malaikat, dan hal-hal lain.

Selain itu, seseorang juga dapat keluar
dari islam dengan iktikad atau keyakinan yang
bertentang dengan ajaran islam. Contohnya
termasuk keyakinan bahwa alam ini abadi,
keyakinan bahwa Allah adalah makhluk,
keyakinann bahwa manusia dapat menyatu dengan
Allah, keyakinan bahwa al-Qur’an tidak berasal
dari Allah, keyakinan bahwa nabi Muhammad
adalah seorang pembohong, keyakinan bahwa Ali
adalah seorang nabi atau bahkan menganggapnya
sebagai Tuhan, dan segala keyakinan lain yang
bertentangan dengan al-Qur’an dan sunnah
Rasulullah.
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b. Adanya niat yang melawan hukum (kesengajaan),
untuk dianggap melakukan jarimah riddah
seseorang harus dengan sengaja melakukan
perbuatan atau mengucapkan kata-kata yang
menunjukkan kekafiran, sambil menyadari bahwa
perbuatan atau ucapannya tersebut mengandung
unsur kekafiran. Dengan kata lain, jika seseorang
melakukan suatu tindakan yang secara tidak
sengaja mengakibatkan kekafiran dan ia tidak
menyadari bahwa tindakan tersebut dapat
dianggap sebagai kekafiran, maka ia tidak
dianggap sebagai kafir atau murtad. Contohnya
jika seseorang secara tidak sengaja megucapkan
kata-kata kufur “La Ilaha” (tidak ada Tuhan)
dalam keadaan terkejut atau senang, hal itu tidak
membuatnya secara otomatis menjadi kafir.

Imam Syafi’l menyatakan bahwa untuk
terjadinya jarimahriddah, seseorang harus sengaja
berniat melakukan perbuatan kekufuran, dan tidak
cukup hanya dengan melakukan perbuatan atau
mengucapkan kata-kata yang secara langsung
mengandung unsur kekufuran. Alasannya adalah
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari
Algamah ia berkata:

“Saya mendengar Umar Ibn Al-Khathab ra.
berpidato, ia berkata: Saya mendengar Nabi
SAW. bersabda: “Wahai manusia, sesungguhnya
perbuatan itu harus disertai dengan niat, dan
sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang
diniatkannya . %

Dengan demikian, menurut pendapat
mazhab Zhahiriyah, jika perbuatan atau ucapan

yang mengandung kekufuran tidak disertai dengan

22 Muhammad ibn Isma’il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Dar Al-Fikr,
Beirut, tanpa tahun, him. 202.
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niat yang jelas untuk melakukan kekufuran,
pelaku perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai
kafir. Mazhab Zhahiriyah mengharuskan adanya
niat dalam setiap perbuatan, sebagaimana yang
mereka yakini berdasarkan hadis-hadis yang
mereka pegang. Bagi mereka, semua perbuatan
yang tidak disertai dengan niat dianggap batal dan
tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang
berlaku.?®

Menurut Imam Malik, Imam Abu
Hanifah, dan Syi;ah Zaidiyah untuk terjadi
Jjarimah riddah cukup dengan adanya kesengajaan
dalam melakukan perbuatan atau mengucapkan
kata-kata yang menunjukkan kekafiran, tanpa
harus ada niat yang jelas untuk melakukan
kekafiran. Mereka berpendapat bahwa tindakan
atau ucapan yang mengandung unsur kekafiran
sudang cukup untuk dianggap sebagai jarimah
riddah, asalkan pelaku secara sadar dan mengerti
arti dari perbuatannya. Imam Abu Hanifah dan
Imam Ahmad juga berpendapat bahwa perbuatan
atau ucapan yang dilakukan dengan main-main
dapat mengakibatkan kekafiran jika arti dari
perbuatan atau ucapan tersebut adalah kufur, dan
pelaku perbuatan tersebut memiliki kebebasan
untuk bertindak serta memahami arti dari
perbuatannya. Menurut mereka  meskipun
keimanan (tashdiq) secara hukum menjadi hilang,
namun secara hakiki masih ada.?*
2. Sanksi dan Dasar Hukum Tindak Pidana Riddah
Dalam Islam, seperti yang tertera dalam kitab-
kitab fikih Kklasik, sanksi bagi orang yang murtad
adalah hukuman mati. Sa’id Ramadan al-Buti

23 Abd Al-Qadir Audah, I1, op. cit., him. 719.
24 1pid, him. 720.
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menjelaskan bahwa meskipun semua kitab fikih klasik
memberikan sanksi hukuman mati bagi pelaku riddah,
namun tidak ditemukan dalil al-Qur’an yang secara
jelas menegaskan sanksi hukuman dunia bagi orang
yang keluar dari Islam, selain bahwa orang tersebut
akan mendapatkan sanksi yang pedih di akhirat.
Argumen bahwa tidak ada ayat al-Qur’an yang secara
jelas menerangkan hukuman mati bagi apostasi juga
didukung dalam beberapa artikel dan jurnal Islam.
Salah satu dalil pembenar sanksi dunia yaitu
pembunuhan terhadap pelaku riddah adalah Aadis
yang diriwayatkan al-Bukhari, al-Tirmidzi, al-Nasa’l,
Ibn majah, dan Ahmad dari jalur yang berbeda-beda,
dan hadist dari Abdullah ibn Mas’ud yang bisa dilacak
pada kitab sahih Bukhari dan Muslim. Semua Aadis ini
statusnya ahad, dan tidak satu pun yang masuk dalam
kategori mutawatir. Atas dasar ini, kritik pertama yang
terlontar adalah kritik teks terhadap kedua hadis
tersebut.

Mahmud Shaltut mengatakan bahwa al-Qur’an
hanya berbicara tentang hukuman di akhirat, dan hadis
Ibn ‘Abbas tersebut memunculkan respon yang serius
dari para ulama yang sebagiannya sepakat bahwa
hudud tidak dapat dibangun dengan Aadis ahad, dan
kekafiran itu sendiri tidak menyerukan hukuman mati.
Pernyataan Nabi tersebut terjadi pada musim perang,
yaitu ketika ada sebagian tentara Islam yang berjiwa
munafik melakukan tindakan desersi (pengkhianat
negara), maka yang desersi diperintahkan untuk
dibunuh, itupun diawali dengan upaya menyadarkan si
pelaku agar kembali kepada Islam. Jadi faktor kunci
yang menentukan hukuman mati adalah permusuhan
terhadap Islam dan kebutuhan untuk mencegah fitnah
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terhadap agama dan negara. Itupun dengan dasar
hukuman ta ’zir, bukan had.®

Pemikir kontemporer seperti Moh. Hasyim
Kamali juga sepakat dengan pendapat Shaltut, dan ikut
mempertanyakan jumlah tindak pidana yang
digolongkan dalam hudud.?® Louay Safi menekankan
bahwa kedua Aadis yang dijadikan dasar sanksi riddah
tidak dapat dijadikan dalil yang terpercaya karena
bertentangan dengan banyak dalil al-Qur’an. Dan
menurut pendekatan magasid, sebuah hadis memang
dapat membatasi penerapan al-Qur’an yang umum,
namun tidak bisa menegasinya.?’

Di samping itu, banyak wulama yang
mempertanyakan relevansi dan validitas sanksi
tersebut. Di antara mereka adalah: Shams ad-Din ash-
Sharakhsi yang menyatakan bahwa riddah tidak tepat
dikenakan sanksi hukuman di dunia. Walaupun
konversi agama merupakan dosa besar, namun itu
urusan dirinya dengan Tuhannya, dan hukumannya
ditunda sampai hari pembalasan. Pendapatnya ini
sama dengan para mufassir ketika menafsirkan ayat
217 al-Bagarah tentang riddah.?®

Yang menarik, hampir semua kitab fikih
mengarah kepada satu pembenaran adanya sanksi
bunuh terhadap pelaku riddah jika pelakunya adalah
berjenis kelamin laki-laki dan memenuhi persyaratan-
persyaratan, vyaitu berakal dan tidak dipaksa.

SMahmud Shaltut, al-Islam Agidah wa Shari‘ah, cet. 13, (Kairo: Dar
ash-Shurug, 1997), 281-289.

%Moh. Hasyim Kamali, Islamic Law in Malaysia: Issues and
Developments (Kuala Lumpur: Islamic Publisher, 2000), 217 dan Punishment in
Islamic Law, an Enquiry into the Hudud Bill of Kelantan, (Kuala Lumpur: llmiah
Publishers, 1995), 33-34.

ZLouay Safi, Human Rights and Islamic Legal Reform,
http://home.att.net/~l.safi/articles/1999human.html.

ZHams ad-Din ash-Sharakhsi, al-Mabsut, (Beirut: Dar al-Kutub al-
limiyah, 1993), X: 110.
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Sementara jika pelakunya adalah perempuan, dalam
pandangan madhhab Maliki, Shafi’i, dan Hanbali,
mereka tetap juga dieksekusi, sedangkan menurut
madhhab Hanafi dan Shi’ah, ia hanya dipenjara
sampai bertaubat dan menyesali perbuatannya serta
kembali kepada Islam. Alasannya, perempuan secara
politik tidak berbahaya. Dalam kitab Bidayatul
Mujtahid juga dijelaskan bahwa dalam perjalanannya,
konsep riddah mengalami perluasan makna. Pada
mulanya, riddah adalah keluar dari Islam menuju
kepada kekafiran, kemudian berkembang kepada
segala perbuatan berupa pengingkaran terhadap
ajaran-ajaran Islam, atau penghinaan terhadap Allah
dan Rasul-Nya, bahkan pandangan- pandangan yang
keras terhadap Islam, dianggap sebagai kesesatan dan
dinyatakan sebagai riddah, dan pelakunya disebut
murtad.?

Klaim murtad berdasarkan kategori ini banyak
dialami oleh tokoh- tokoh seperti: Nasr Hamid Abu
Zayd, Faraj Fauda, dan Hassan Hanafi di Mesir,
Mahmud Muhammad Taha di Sudan, Asim Nesindi
Turki dan Taslima Nasreen di Bangladesh, dan mereka
semua diancam hukuman mati. Atas dasar ini maka
wajar jika ‘Alal al-Fasil menjelaskan bahwa sanksi
hukuman mati bagi pelaku riddah bukan karena
mereka keluar dari Islam atau kufur, tapi lebih karena
pengkhianatan mereka terhadap agama Islam.
Pernyataan ini dikuatkan oleh al-Buti bahwa dengan
demikian ‘i/lat dari sanksi hukuman mati bagi murtad
bukanlah kufr seperti diasumsikan oleh mayoritas
ulama Shafi’iyyah melainkan hirabah. Abdullah Saeed
memperkuat pendapat ini dengan melihat perjalanan
historis, di mana konsep riddah bermula ketika Abu

291bn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, (Semarang: Toha Putera, t.t.), I11: 77
dan dirangkum oleh Abd al-Karim Zaydan, al-Uqubah fi ash-Shari‘ah al-
Islamiyyah, (Kairo: Mu‘assasahar-Risalah, 1988), 34.
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Bakar menghukum para pembangkang zakat dan
karena kepentingan politik kaum murji’ah.*

Muhammad at-Tahir ibn ‘Ashur juga senada
dengan al-fasi, dimana ia menjelaskan bahwa hikmah
dijatuhkannya hukuman mati bagi murtad adalah
untuk saddadhdhara’i  terjadinya pengkhianatan
terhadap Islam. 3! Perdebatan apakah riddah termasuk
hudud ataukah ta’zir mengarahkan pada perlunya
kepastian hukuman bagi orang murtad, karena jika
ancaman hukumannya adalah ‘dibunuh’, dianggap
tidak sesuai dengan penegasan al-Qur’an tentang
kebebasan beragama (2: 265, 2: 148, 10: 99, 109: 6;
60: 8, 18: 29, dan 5: 48) dan intoleran, dan karena
alasan ini pula Islam dicap negatif, karena
bertentangan dengan Deklarasi Universal HAM pasal
18 dan 17. Dengan demikian, selain kritik teks, kritik
lain terhadap konsep riddah didasarkan pada
pentingnya penegakan isu-isu HAM dan freedom of
belief. Di samping Riffat Hassan, tokoh lain yang
concern pada masalah ini adalah Abdullah Ahmed an
Na’im yang berpendapat bahwa semestinya tindak
criminal hudud terbatas pada empatmacam (sarigah,
zina, gadhaf, dan hirabah), sedangkan sukr dan riddah
tidak termasuk, karena hukuman untuk sukr tidak ada
ketentuannya yang pasti, sedangkan riddah,
hukumannya bertentangan dengan HAM tentang
kebebasan beragama yang justru didukung oleh
sejumlah ayat al-Qur’an.

Ibn Dakik al Aid, Ibn Hazm, dan Imam al Nawawi
menyatakan bahwa ada consensus bagi pelaku jarimah
riddah adalah dihukum dengan hukuman mati. Kesimpulan

30Alal al-Fasi, Maqasid ash-Shari‘ah al-Islamiyyah wa Makarimuha,
(Cassablanca: Maktabah al Wihdah al-Arabiyyah, t.t.), 249.

SDavid Little, John Kelsey, Abdul Aziz A. Sachedina, dan Terj.
Riyanto, Kebebasan Agama dan HAM, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 109-
111.
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ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa khalifah pertama,
Abu Bakar, berperang melawan orang-orang murtad pada
masa sahabat. Tetapi Umarra. Juga, sebagai sahabat utama
Nabi SAW. Seperti yang dinyatakan bahwa hukuman bagi
pelaku jarimah riddah adalah penjara. Hal ini berkaitan
ketika Umar dihadapkan dengan salah satu kasus orang
yang murtad yang dibawa kehadapannya, Umar
berpandangan bahwa pelaku jarimah riddah harus diajak
kembali kepada agama Islam. Tetapi apabila ia tidak mau
kembali ke agama Islam, maka ia di beri sanksi masuk
penjara sampai ia mau kembali kepada agama Islam.
Menurut informasi Abd al-Razzaq, al-Baihagi dan Ibn
Hazm, Anas suatu hari mengajukan kepada Umar bahwa
ada enam orang yang murtad dan bergabung dengan
pasukan musuh. Anas bertanya, “apakah ada sanksi lain
selain hukuman mati bagi mereka?”’, Umar menjawab, “Ya,
saya akan membawa mereka kembali ke dalam agama
Islam. Jika mereka menolak, maka saya akan memasukkan
mereka kedalam penjara”.

Ibn Taimiyah (Taimiyah) membagi murtad menjadi
dua macam, yaitu: pertama riddah mughallazhah (murtad
berat). kedua, riddah mukhaffafah (murtad ringan).
Riddah mughallazhah ialah kemurtadan yang diiringi
dengan aksi permusuhan dan perang melawan Islam.
Sedangkan  riddah mukhaffafah  ialah  kemurtadan
tanpa diiringi dengan aksi yang menunjukkan permusuhan
atau provokasi terhadap agama Islam  Meskipun
kedua bentuk murtad tersebut dapat dijatuhi hukuman
mati, namun dalam ranah implementasi terdapat perbedaan.
Murtad dalam bentuk pertama dijatuhi hukuman mati tanpa
menunggu orang yang murtad itu kembali kepada agama
Islam. Sedangkan murtad dalam bentuk kedua, yang
bersangkutan diminta untuk bertaubat, dengan cara
memberi penjelasan untuk meluruskan pemahamannya
terhadap hal-hal yang menyebabkan dirinya murtad. Jika
yang bersangkutan bertaubat, maka ia terbebas dari
hukuman mati. Akan tetapi, apabila  setelah proses
penyadaran tersebut dilakukan dan telah lewat waktu tiga
hari, sedangkan yang bersangkutan belum juga
bertaubat dari kemurtadannya, maka kepadanya dijatuhi
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hukuman mati. Diantara hadis nabi yang menjelaskan
hukuman mati bagi pelaku riddah adalah Aadist yang
diriyawatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:
Barangsiapa yang mengganti agamanya bunuhlah dia (HR.
Bukhari).

J&'— Y) A}J\ Ja;/ JL‘? Jb Y ’w\ pr) AM u"\ Lf‘
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Dari Ibnu Mas 'ud radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:
Rasulullah shallallahu ‘alaihiwasallam
bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim
(untuk ditumpahkan) kecuali karena salah satu
dari 3 perkara: tsayyib (orang yang sudah
menikah) yang berzina, jiwa dengan jiwa
(gishash) dan orang yang meninggalkan
agamanya (murtad) serta memisahkan diri dari
jama’ah (kaum muslimin).” (HR al Bukhari dan
Muslim).

Menurut Maulana Muhammad Ali maksud dari
kedua hadis adalah orang yang mengubah agamanya
dan bergabung dengan musuh-musuh Islam, lalu
bertempur melawan kaum muslimin. Karena hadis
tersebut berhubungan dengan waktu perang. Jadi
perbuatan riddah yang dihukum mati itu bukan
karena disebabkan mengubah agamanya, melainkan
karena pengingkaran. Dr.Muhammad Abid al-Jabiri
menjelaskan bahwa kandungan makna riddah dibagi
menjadi dua bentuk, yaitu:

Bentuk pertama, murtad hanya meninggalkan
keyakinan, tanpa meyebarkan provokasi kepada
Muslim lainnya untuk meninggalkan agama Islam
serta tidak melakukan permusuhan kepada agama
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Islam dan pemeluknya. Menurut al-Jabiri, hukuman
untuk bentuk kemurtadan yang pertama adalah sanksi
di hari kiamat kelak, karena belum didapatkan satu
dalilpun yang menunjukkan bahwa hukuman untuk
pelaku riddah di dunia.®> Dalil yang dipakai oleh al-
Jabiri, antara lain:

(@woﬂJY\wu\M;mbﬁw
/““//H,J&;\)’,L:pj&b’ L,»‘_,quu}j\f
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Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah
dia beriman (dia mendapatkan  kemurkaan
Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal
hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak
berdosa), akan tetapi orang yang
melapangkan dadanya untuk kekafiran,
maka kemurkaan Allah menimpanya dan
baginya azab yang besar. (Q S. An- Nahl: 106)

s;fsfs;éss)s bﬁff s)ws 5,455 133l wds 5

Yo pdadd V5 8 S (K5
Sesungguhnya orang-orang Yyang beriman
kemudian kafir, kemudian beriman (pula),
kemudian kafir lagi, kemudian bertambah
kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan
member ampunan kepada mereka, dan tidak

(pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.
(Q.S. an-Nisa: 137)*

32 Muhammad Abid al-Jabiri, “Hukm al-Murtad fi al-islam”, dalam
Jaridah al-Ittihad (14 Agustus 2007), h.5.
33 Tim Penerjemah, “4/-Quran dan Terjemahannya”, 100.
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Ayat-ayat tersebut di atas menerangkan sangat
jelas hukuman bagi pelaku riddah adalah laknat dari
Allah serta amal-amalnya juga dihapuskan, dan di
akhirat kelak mendapatkan siksa neraka. Tidak terdapat
satu ayat al- Qur’an pun yang mengisyaratkan hukuman
mati terhadap pelaku riddah di dunia. Bentuk kedua, murtad
dengan sikap melawa terhadap pemerintahan Islam dan
umat Islam. Hukuman setara dengan pelaku pemberontakan
dan penentangan terhadap Negara Islam dan Masyarakat
Islam, seperti dibahas dalam buku-buku fikih klasik. Sanksi
yang diberikan kepadanya tergantung pada berat dan
ringannya kejahatan yang dilakukan. Maka dari itu, para
ahli ilmu fikih sepakat bahwa hukuman terhadap orang yang
murtad dengan disertai pemberontakan fisik adalah
eksekusi mati. Menurut sebagian ulama, para pelaku
Jjarimah  riddah yang tidak sempat melakukan
pemberontakan diberi waktu untuk bertaubat dan kembali
kepada Islam, dan jika ia kembali memeluk Islam maka
dilepaskan dari sanksi mati. Jadi, dari beberapa pendapat
ulama di atas bisa disimpulkan bahwa faktor terpenting
yang menentukan hukuman mati bagi orang yang murtad
adalah permusuhannya dan penyebaran fitnah terhadap
agama. Jika tidak ada permusuhan terhadap agama maka
hukumannya sebagaimana keputusan hakim karena
hukuman riddah masuk dalam ranah hukuman ¢a’zir, bukan
hukuman had.3*

Dasar hukum riddah dalam al- Qur’an yaitu:

a. Surah Al-Bagarah (2): 217%

55 Je g w e ol 4 e s
22 (- /a o /a/ fn”", J o . o ~ ?‘%/ -
A oA dxtdlls 4 a5 A ol 02 Ao
o3 Vs 2580 e 3T A0 o e 3T AL W

3Andi Mardika “Sanksi Jarimah Riddah Dalam Perspektif Hukum
Pidana Islam (AnalisisTerhadap Teori Hifzu Al-Din ”. NUSANTARA : Jurnal limu
Pengetahuan Sosial, 8 (8) (2021): 2551-2553.

35 Tim Penerjemah, “4/-Quran dan Terjemahannya”, 34.



45

ﬁﬁ 1 -0 . g} o v‘l 0|
Iy el Ol S8 e ’f & VQ}LL‘L’
VS 5*;35{3 B sy Ead wds b 1S 35

3 ib S0 A 3,:5;5 5235 B 3 s

S
“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad)
tentang berperang pada bulan haram.
Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah
(dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari
jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi
orang masuk) Masjidil haram, dan mengusir
penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya)
dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih
kejam daripad apembunuhan. Mereka tidak akan
berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad
(keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup.
Barang siapa murtad di antara kamu dari
agamanya, lalu diamat idalam kekafiran, maka
mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di

akhirat, dan mereka itu lah penghuni neraka,
mereka kekal di dalamnya .

b. Surah An-Nisa (4) 13736
Tpigsis & s gl # a2 gl 30 8y
pIEREAE R g ST

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman
kemudian kafir, kemudian beriman (pula),
kamudian kafir lagi, kemudian bertambah
kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan
member ampunan kepada mereka, dan tidak

36 Tim Penerjemah, “4/-Quran dan Terjemahannya”, 100.
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(pula) menunjuki mereka kepada jalan yang

lurus”.
c. Surah Ali Imran (3): 85%

. J/é° 28 o 1% (%o T n _o% L oG o ..
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“Barang siapa mencari agama selain agama
Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima
(agama itu) dari padanya, dan dia di akhirat
termasuk orang-orang yang rugi”’.

Dalil pembenar sanksi dunia bagi pelaku
riddah, yaitu dihukum mati, Dalam riwayat Imam
Ahmad disebutkan bahwa Muadz berkata:

J6 51 4,086 a3 2 ga5 20 S gy o
“Allah dan Rasul-Nya menetapkan bahwa siapa
saja yang kembali dari agamanya maka
bunuhlah”, atau Muadz berkata, “Siapa sajayang
mengganti agamanya maka bunuhlah”. (HR
Ahmad).

37 Tim Penerjemah, “4/-Quran dan Terjemahannya”, 61.
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PUTUSAN TENTANG PENODAAN AGAMA Nomor
726/Pid.Sus/2023/PN Plg

A. Putusan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg

1. Deskripsi Kasus

Pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar
pukul 15.00 WITA, Terdakwa dan asistennya pergi ke
Rumah Makan Babi Guling SisinTukad di Jalan Sri
Rama No. 8, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Mereka
mengucapkan “Yok cobain kriuk babi” dan sengaja
memesan hidangan tersebut. Ketika makanan kriuk
babi sudah siap disajikan, terdakwa meminta
asistennya untuk merekam video menggunakan
iPhone 14 Pro Max warna ungu. Video tersebut
diunggah ke akun TikTok @lilumukerji dengan durasi
1 menit 40 detik dan diakses oleh 4,5 juta penonton.
Selain itu, video juga diunggah ke akunYoutube
@linamukherjee yang kemudian ditonton oleh
420.901 penonton.

Pada waktu dan tempat yang disebutkan, saksi
Syarif Hidayat Bin Syamsudin sebagai seorang
warganet melihat konten video tersebut, terdakwa
terlihat sedang makan kriuk babi sambil berkata:
“Bismillah, eh lupa guys. Hari ini aku kayaknya
dipecat dari kartu keluarga karena aku penasaran
banget sama yang namanya kriuk babi ya, jadi hari ini
rukun iman udah aku langgar udah pasti di kartu
keluargaku dicabut tapi aku cuma penasaran karena di
tiktok ku banyak kriuk yaa, tapi kok makan kriuk babi
aku merinding ya, kemarin makan dagingnya biasa
aja, kak lilu udah berapa kali makan babi? totalnya tiga
kali ya. Pertama di Srilanka, waktu itu aku ga sengaja
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makan, aku ga bisa bahasa inggris pok gitu kan, aku
pikir pok itu tepok pok pok pok jadi waktu usia ku
masih dua puluh empat tahun, terus abis makan babi
aku Tanya sama ex akuk an, eh masjid dimana? gaya-
gaya nanya masjid, udah makan (tertawa). Terus yang
kedua kemaren ada acara di tempatnya non ya non,
terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri yaa.
Cuma pengen rasain kek apasih rasanya kriuk babi
yang rame di... Ya allah dipecat ini dari kartu
keluarga. Kok rasanya kayak ini yaaa, kriuk babi
kayak daging sapi yang dijemur yang keras ga seenak
orang yang cerita di tiktok sih aku ya, kalo aku b ajaa,
yaallah takut ada yang masuk puskesmas ni
keluargaku. Maafkan aku ya cuma konten kok”
Setelah menonton video tersebut, saksi Syarif
Hidayat Bin Syamsudin merasa sangat tidak suka dan
marah, serta mengecam video yang dibuat terdakwa
dianggapnya telah menghina agama islam dengan
menggunakan Kkata-kata “Bismillah, Ya Allah” saat
makan kriuk babi. Reaksi serupa juga dirasakan oleh
beberapa warganet lain yang menonton video tersebut,
termasuk saksi Martinawati Binti H. Basarudin, saksi
Husyam Bin Usman, saksi Zakarshi Bin Jasmani, dan
saksi Sapradi Bin Syamsudin. Mereka semua merasa
sangat benci, resah, dan percaya bahwa agama mereka
telah  dilecehkan. Kemudian saksi  Sapradi Bin
Syamsudin menghubungi KH. Khobir Asyari seorang
ulama untuk meminta pendapatnya tentang konten
video tersebut. KH. Khobir Asyari menjelaskan bahwa
video yang menampilkan makan kriuk babi oleh
terdakwa merupakan bentuk penghinaan terhadap
agama Allah, karena cara video tersebut disebarkan di
media sosial bisa mengganggu orang-orang yang
tidak memiliki keyakinan agama yang kuat, dan hal
tersebut merupakan hal-hal yang melanggar nilai-nilai
sila pertama dalam kehidupan berbangsa dan
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bernegara. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 28
Maret 2023, saksi Syarif Hidayat melaporkan tindakan
terdakwa kepada POLDA SUMSEL untuk dilakukan
penyelidikan lebih lanjut.

Setelah video makan kriuk babi terdakwa
diposting di akun Tiktok @Ililumukerji mendapat
berbagai komentar dari warganet yang bersifat pro
dan kontra. Komentar-komentar ini memicu
perselisihan diantara mereka dengan saling menyerang
dan membuat suasana menjadi tegang di kalangan
warganet. Mereka yang merasa resah dan tidak
menyukai video tersebut merasakan kebencian dan
permusuhan yang meningkat di platform tersebut.
Beberapa warganet bahkan sudah menegur terdakwa,
mengingatkan bahwa sebagai seorang muslim dan
seorang muslimah seharusnya tidak pantas
memposting diri sedang makan kriuk babi yang
diharamkan dalam Islam. Namun, terdakwa
merespons komentar dan nasihat tersebut dengan
kesal, merasa bahwa tindakannya tidak salah karena
video makan kriuk babi tersebut di posting pada siaran
langsung akun TikTok. Tindakan terdakwa ini
semakin membuat warganet geram dan merasa tidak
nyaman terhadap sikap terdakwa tersebut. Mereka
merasa terdakwa rela mengorbankan nilai-nilai
agamanya hanya demi konten yang dapat membuatnya
terkenal di dunia maya. Lebih buruknya lagi, perilaku
terdakwa ini dianggap bisa menjadicontoh buruk yang
bisa ditiru oleh anak-anak dan generasi muda Islam
lainnya, yang mungkin akan melakukan tindakan yang
dilarang dalam agama Islam hanya untuk membuat
video viral !

1Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
726/Pid.Sus/2023/PN Plg.
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2. Dakwaan
Terdakwa di tuntut oleh Penuntut Umum didakwa
berdasarkan surat dakwaan yang isinya menyatakan
bahwa LINA LUTFIAWATI ALIAS LILU ALIAS
LINA MUKHERJEE BINTI ABDUL MUKHIT, Pada
tanggal 14 Maret 2023, sekitar pukul 18.00 WIB atau
pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, di lokasi
yang disebutkan di Jalan Inspektur Marzuki,
Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota
Palembang, atau di akun TikTok @lilumukerji atau di
akun YouTube @Linamukherjee, atau di tempat lain
yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Negeri
Palembang, seseorang dinyatakan bersalah atas
penyebaran informasi dengan sengaja dan tanpa hak
yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian
terhadap individu dan kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas agama. Hal ini sesuai dengan
ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal
45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik yang diakibatkan
karena telah melakukan tindakan yang dirasa
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan

(SARA).2

3. Tuntutan
Tuntutan pidana adalah permohonan yang
diajukan oleh jaksa kepada pengadilan setelah
persidangan selesai dan pemeriksaan oleh hakim
berakhir. Dalam tuntutan pidana, jaksa menyatakan
bahwa menurut pandangan mereka pelaku tindak

2Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
726/Pid.Sus/2023/PN Plg.
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pidana terbukti bersalah dan meminta pengadilan

untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku sesuai

dengan yang dianggap pantas. Dalam tuntutan pidana
akan disebutkan berapa lama pidananya, lamanya
pidana dapat sama dengan maksimal ancaman pidana,
dapat lebih rendah atau dalam beberapa kasus dapat
melebihi maksimal ancaman pidana yang ditetapkan.®

Adapun tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh
penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:*

1. Menyatakan terdakwa LINA LUTFIAWATI
ALIAS LILU ALIAS LINA MUKHERJEE
BINTI ABDUL MUKHIT telah dinyatakan
bersalah atas penyebaran informasi dengan
sengaja dan tanpa hak yang ditujukan untuk
menimbulkan kebencian terhadap individu dan
kelompok masyarakat berdasarkan atas agama.
Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal
28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa
LINA LUTFIAWATI ALIAS LILU ALIAS
LINA MUKHERJEE dengan pidana penjara
selama 2 (dua) tahun. Pidana tersebut dikurangi
dengan masa tahanan sementara yang telah
dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap
ditahan. Selain itu, terdakwa juga dijatuhi pidana
denda sebesar RP. 250.000.000,-dengan ketentuan
bahwa jika denda tidak dibayar, akan diganti
dengan kurungan selama 3 bulan.

8 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 95.

4Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
726/Pid.Sus/2023/PN Plg.
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3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah DVD-R kapasitas 4.7 GB Merk
Vertex
Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sim card indosat dengan nomor
HP 085691200801

- 1 (satu) buah akun tiktok @lilumukerji link
https://www.tiktok.com

- 1 (satu) unit handphone jenis IPhone 14 Pro
Max warna purple (ungu)

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan
Adapun amar putusan Pengadilan Negeri

Palembang Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg adalah

sebagai berikut:®

1. Menyatakan terdakwa LINA LUTFIAWATI
ALIAS LILU ALIAS LINA MUKHERJEE
BINTI ABDUL MUKHIT bersalah melakukan
tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian individu dan
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas
agama” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal
Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan
pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan
membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua
ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti
dengan 3 (tiga) bulan kurungan.

5Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
726/Pid.Sus/2023/PN Plg.
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Menetapkan masa penangkapan dan penahanan
yang telah dijalani  terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan.
Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah DVD-R kapasitas 4.7 GB Merk
Vertex

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1 (satu) buah sim card indosat dengan nomor
HP 085691200801,

1 (satu) buah akun tiktok @lilumukerji link
https://www.tiktok.com

Dirampas negara untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit handphone Jenis Iphone 14 Pro
Max Warna Purple (ungu)

Dirampas untuk negara;

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar
biaya perkara Rp.5000,- (lima ribu rupiah)


https://www.tiktok.com/

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PENODAAN
AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi
PutusanNomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg)

A. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penodaan
Agama Melalui Media Sosial Menurut
Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim atau disebut juga Ratio
Decidendi merupakan pendapat, alasan, dasar ataupun
faktor yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan
hukum yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan
suatu perkara. Sebagai aturan, hakim memperhitungkan 2
(dua) jenis faktor ketika mempertimbangkan suatu kasus
di pengadilan, yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim
berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama
persidangan. Dan diberikan Undang- Undang sebagai
unsure wajib dalam putusan. Pasal 197 ayat (1) huruf
K KUHAP menyatakan: “Dibuat pertimbangan
singkat mengenai fakta dan keadaan, serta alat
pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan di
sidang pengadilan, yang menjadi dasar untuk
menetapkan kesalahan terdakwa”. Pertimbangan
hukum dalam perkara pidana yang didakwakan
merupakan unsur penting yang harus dicantumkan
dalam  putusan  hakim, Kkarena  berdasarkan
pertimbangan hukum itulah dapat disimpulkan apakah
perbuatan terdakwa dilakukan dan apakah sesuai
dengan kejahatan yang didakwakan. kepengadilan.
jaksa/penuntut dan sebagainya. Faktor-faktor yang
dimaksud sebagai pertimbangan hukum antara lain:
surat dakwaan jaksa, keterangan terdakwa, keterangan
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saksi, alat bukti, serta pasal-pasal hukum pidana. Pasal
hukum pidana yang tertera yaitu Penodaan agama
secara umum dipahami sebagai perlawanan terhadap
hal-hal yang dipuja atau dilarang (tabu), seperti simbol
agama, otoritas agama, atau kitab suci agama. Kata-
kata atau tulisan-tulisan yang memusuhi keyakinan
aliran utama adalah contoh penodaan agama secara
umum. Penodaan agama tidak memiliki definisi atau
pemahaman yang tepat dalam hukum. Penodaan
agama tidak secara jelas didefinisikan atau dijelaskan
baik dalam Pasal 1 UU PNPS maupun Pasal 156a
KUHP (pasal penodaan agama). Ada beberapa
Undang-Undang yang mengatur penodaan agama
yang bisa disebutkan. Penodaan agama adalah suatu
perbuatan yang dilarang menurut pasal 156a KUHP.
Menurut Pasal 156 dan 157 KUHP.!

Menurut Adami Chazawi, dua kejahatan termasuk
dalam komponen Pasal 156a. Kejahatan yang pertama

! Pasal 156 yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan
perasaan atau melakukan perbuatan:

Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau
penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia,
Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun
juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 157 yang berbunyi:

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan
tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung
pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di
antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan
maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum,
diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu
menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima
tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan
semacam itu juga yang bersangkutan dapat
dilarang menjalankan pencarian tersebut”.
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unsur-unsurnya terdapat objektif dan subjektif. Ada

beberapa Undang-Undang yang mengatur penodaan

agama Yyang bisa disebutkan. Menurut Adami

Chazawi, dua kejahatan termasuk dalam komponen

Pasal 156a:

1. Kejahatan yang pertama unsur-unsurnya terdapat
objektif dan subjektif. Secara objektif, penodaan
agama mencakup hal-hal seperti
“mengekspresikan emosi, berperilaku memusuhi
penyalahgunaan penodaan agama, topiknya
adalah agama yang dianut di Indonesia, dan
dilakukan di depan umum”.

2. Ada komponen untuk jihad ganda aktual dan
konseptual. Klausa tujuannya adalah,
“Tindakannya mengeluarkan perasaan dalam arti
melakukan perbuatan dengan dilakukan di depan
umum.” Tujuan dari komponen bawahan adalah
untuk mencegah orang menolak segala bentuk
agama yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan
Yang Maha Esa.?

Jika semua kriteria ini telah dipenuhi, maka
penodaan agama dianggap telah dilakukan, dan
kemudian diancam dengan hukuman. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa ketika tindak pidana
dan penodaan agama digabungkan, maka yang
dimaksud adalah perbuatan yang mengandung semua
komponen penodaan agama. Hal ini akan diperjelas
dalam pembahasan berikut ini. Barang siapa dengan
sengaja mengungkapkan perasaan atau perbuatan di
muka umum yang: (1) secara mendasar memusuhi,
menghina, atau menodai suatu agama yang dianut di
Indonesia; atau (2) dimaksudkan untuk menyurutkan

2 Adami Chazawi, Hukum Pidana Penghinaan (Tindak Pidana
Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat
Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal), ITS Press, Surabaya,
2009, him. 239.
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orang untuk memeluk suatu agama yang tidak semata-
mata beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Prinsip
Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara
Pancasila menjadi dasar yang digunakan untuk
memasukkan delik agama dalam KUHP. 2 Adapun
rumusan delik yang terkandung dalam Pasal 156a
tersebut adalah:
1. Setiap orang
2. Di depan orang lain
3. Mencari penerimaan secara luas
4. Mengamalkan suatu kepercayaan yang dianut di
Indonesia, atau melakukan kegiatan keagamaan
yang berhubungan dengan agama itu, dengan cara
yang menyimpang dari inti ajaran agama itu.*
Pasal 156a sering digunakan oleh hakim
sebagai acuan dalam kasus penodaan agama, sehingga
sering dimasukkan dalam klasifikasi penodaan agama
sebagai bahan acuan utama. Selain itu, meskipun pasal
ini dianggap multitafsir oleh sebagian kalangan,
namun menurut pandangan lain, penodaan agama
perlu tetap ada dalam KUHP untuk mencegah
terjadinya penyimpangan, menegakkan kesucian
agama, menjaga agar manusia tidak tersesat, dan
menjaga perdamaian agama yang ada berdasarkan
Tuhan Yang Maha Esa.® Berlakunya Pasal 156a dari
Pasal 4 yang mendekati norma hukum Pasal 3

SRandy A Adare, “Delik Penodaan Agama Ditinjau Dari Sudut
Pandang Hukum Pidana Di Indonesia”, ” Jurnal Lex Et Societis, (Vol. I/No. 1
Jan-Mrt 2013), him. 94.

4lsmahudi, “Analisa Pidana Hukum dan Kriminologi Terhadap Tindak
Pidana Penistaan Agama Di Indonesia”, him. 65.

SIbnu Tulaji Ahmad Al Mughoffary, “Analisis Muatan Materi Pasal
Penodaan Agama Dalam Kajian Politik Hukum Pidana”, Jurnal Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum Sunan Giri Malang, him. 60
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keduanya memiliki kedudukan yang berbeda, menurut
Mudzakkir:

Pertama, 156a KUHP merupakan delik yang
berdiri sendiri dan tidak bergantung pada hukum
administrasi norma atau  pengenaan  sanksi
administrative sebagaimana diatur dalam Pasal 2.
Sedangkan Pasal 4 mengatur perubahan KUHP,
khususnya Pasal 156a KUHP, dan setelah Undang-
Undang dinyatakan berlaku, keberadaan Pasal 156a
KUHP tetap berlaku sendiri dan tidak merugikan
ketentuan. Pasal 3 merupakan sanksi pidana di bidang
hukum administrasi yang digunakan sebagai senjata
terakhir yang digunakan sebagai andalan. Menurut
pembacaan Pasal 156a KUHP, sanksi administratif
harus diterapkan terlebih dahulu, dari yang paling
ringan ke yang paling berat, sebelum menerapkan
sanksi pidana. Mahkamah Konstitusi kemudian
memberikan yurisdiksi kepada aparat penegak hukum,
khususnya pada tingkat acara penegakan hukum
pidana yang tidak rentan terhadap kompetensi
yudikatif. Untuk menyampaikan maksud dan tujuan
pelarangan suatu perbuatan dan penegakan norma
hukum pidana, KUHP sudah memuat rumusan hukum
pidana dalam Pasal 156a secara komperhensif,
sistematik, atau tidak parsial (sesuatu yang sifatnya
lebih  masuk ke bagian keseluruhan) dalam
hubungannya dengan penjelasan umum dan penjelasan
Pasal 4 atau 156a KUHP. ¢

Pasal ini memperhitungkan kemungkinan
bahwa seseorang yang melakukan penodaan dapat
berasal dari dalam kelompok agama itu sendiri atau
dari keyakinan yang berbeda sekali. Contohnya
seorang pemeluk Hindu boleh menghina agama

SMuhammad Fadlan Asif “Analisisis Hukum Islam Terhadap Pasal
156a (KUHP) TentangTindakPidanaPenodaan Agama”. him. 52-54.
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Kristen secara lahiriah, sedangkan seorang Muslim
boleh menodai Islam secara batiniah, asalkan kedua
perbuatan itu termasuk unsur- unsur yang tercantum
dalam Pasal 156a.

b. Pertimbangan yang Bersifat Nonyuridis

Kepastian hukum menekankan bahwa hukum atau
peraturan diterapkan sesuai dengan persyaratan hukum
atau peraturan. Fiat Justitia et pereat mundus
(meskipun dunia runtuh, hukum harus dihormati).
Nilai  sosiologis menekankan manfaat  bagi
masyarakat. Dalam mengadili suatu perkara dan
mempertimbangkan apakah seseorang telah dipidana,
hakim bersandar pada keyakinan hakim dan bukan
hanya pada bukti-bukti yang ada.” Berikut adalah
keadaan-keadaan yang tergolong pertimbangan non
yuridis yaitu latar belakang terdakwa, akibat perbuatan
terdakwa, kekayaan pribadi terdakwa, dan agama
terdakwa.

Putusan Pengadilan Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN
Plg dalam memutuskan suatu perkara pidana penodaan
agama yang dilakukan melalui jejaring sosial oleh
Lina Lutfiawati Alias Lilu Alias Lina Mukherjee Binti
Abdul Mukhit, majelis hakim Pengadilan Negeri
Palembang mempertimbangkan beberapa poin, yakni:

Terdakwa telah memposting video makan kriuk
babi dengan menyebut lafadz “Bismillah” yang
menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat,
khususnya umat Islam. Video tersebut mendapat
perhatian luas dan menimbulkan perpecahan serta
kebencian.

Penuntut umum mengajukan saksi-saksi dan ahli
untuk membuktikan bahwa tindakan terdakwa
merupakan penyebaran informasi yang dimaksudkan

"Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya,
Bandung,2007, him. 213.
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untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan
berdasarkan agama.

Majelis  hakim  mempertimbangkan bahwa
terdakwa secara sengaja melakukan tindakan tersebut
untuk menarik perhatian publik dengan mengabaikan
dampak negatif terhadap perasaan umat Islam.
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari
Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik dakwaan tunggal
Penuntut Umum ini terpenuhi, maka Terdakwa
haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa
kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas agama”, sebagaimana didakwakan
dalam dakwaan tunggal. Pelanggaran terhadap pasal-
pasal tersebut dapat dipidana penjara maksimal 6
tahun dan/atau denda maksimal Rpl miliar.
Sedangkan majlis hakim menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
dan membayar denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua
ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3
(tiga) bulan kurungan dikarenakan menimbang
penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah
merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan
tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari
kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi
dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat
diterima ditengah-tengah Masyarakat.

Sudut pandang etika dan sosial, mengonsumsi

sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan agama
tertentu, seperti babi dalam konteks Islam, seharusnya
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dilakukan dengan bijak dan tidak dipublikasikan di
media sosial. Meskipun seseorang mungkin memiliki
kebebasan pribadi dalam melakukan tindakannya,
mempublikasikan hal-hal yang sensitif di platform
publik dapat menyinggung perasaan umat beragama,
terutama jika tindakan tersebut bertentangan dengan
ajaran agama yang dihormati.

Dalam Kkasus Lina Mukherjee, permasalahan
utamanya bukan hanya pada tindakannya
mengonsumsi babi, tetapi juga fakta bahwa dia
membagikan tindakan tersebut di media sosial dengan
sadar.

Ini berpotensi memicu reaksi negatif dari
masyarakat yang beragama, karena:

1. Penistaan simbol keagamaan: Tindakan
tersebut mungkin dipandang sebagai tidak
menghormati larangan agama yang jelas
terhadap babi, terutama jika dilakukan di
depan publik dan secara sadar dipublikasikan.
Hal ini menambah kesan tidak hormat
terhadap nilai-nilai agama.

2. Kehormatan dan sensitivitas agama: Media
sosial adalah platform yang sangat luas dan
dapat menjangkau berbagai kalangan,
termasuk yang mungkin merasa sangat
tersinggung. Apa yang mungkin dianggap
sebagai tindakan pribadi bisa berubah menjadi
masalah sosial besar saat dipublikasikan.

3. Tanggung jawab sosial: Dalam masyarakat
yang plural dan beragama, setiap individu
diharapkan memiliki tanggung jawab sosial
untuk menghormati keyakinan orang lain.
Publikasi tindakan yang bertentangan dengan
nilai agama tertentu, terutama di platform
publik, dapat dilihat sebagai pelanggaran
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tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu,
walaupun seseorang memiliki hak pribadi
untuk melakukan apa yang mereka inginkan
dalam kehidupan mereka, ketika hal tersebut
dibagikan secara publik, ada tanggung jawab
sosial yang harus dipertimbangkan, terutama
dalam  menjaga harmoni dan tidak
menyinggung keyakinan orang lain.

B. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penodaan
Agama Melalui Media Sosial Menurut Hukum
Pidana Islam

Penodaan agama dalam hukum Islam merupakan
suatu perbuatan yang dapat menjadi perusak sebuah
akidah, yang mana pelaku penodaan agama diancam
dengan dosa besar, hal tersebut karena bertentangan
dengan norma agama Islam dalam Al-Qur’an.® Tindakan
yang tidak sesuai dengan Al-Qur’an, hadits, dan juga
penafsiran yang mu’tabar itu merupakan bagian dari
penodaan dan juga menyekutukan-Nya, menghina dan
menyakiti Nabi Muhammad Saw. serta para sahabatnya
juga merupakan bagian dari penodaan agama.

Belum diatur secara terperinci dalam hukum Islam
bagaimana ketegori-kategori penodaan agama, serta
sanksi-sanksinya. Tetapi dapat dipahami bahwa yang
masuk dalam kategori penodaan agama yang divonis
hukuman mati menurut sebagian ulama adalah menghina
Al-Qur’an, hadits dan mengaku sebagai seorang Nabi.
Para ulama sepakat bahwa seorang muslim yang menghina
Al-Qur’an dalam keadaan sadar dan tahu ia telah
melakukan penghinaan terhadap Al-Qur’an, maka dia
dianggap telah murtad dan pantas diberikan sanksi

8Adnani, 2017, Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam dan
Hukum Pidana di Indonesia, Al-Qadha, Vol. 4 No. 1. him. 1.
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hukuman mati. Salah seorang ulama besar al-Syafi iyyah,
yakni Imam al-Nawawi dalam Kitab al-Majmu’ berkata:®
“Para ulama sepakat bahwa barangsiapa yang menghina
Al-Qur’an atau sesuatu dari Al-Qur ‘an, atau mushaf, atau
melemparkannya ketempat kotoran, atau mendustakan
sesuatu yang datang dari Al-Qur’an, baik itu berupa
hukuman atau informasi, atau menafikan sesuatu yang
telah ditetapkan Al-Qur ‘an, atau menetapkan sesuatu yang
telah dinafikan Al-Qur’an, atau meragukan sesuatu dari
hal tersebut, sedang dia mengetahuinya, maka ia telah
kafir. (Yahya bin Syaraf al-Nawawi, th: 196)”.

Menurut ajaran Islam bahwa hukuman bagi
murtad adalah hukuman mati, dan hal ini berdasarkan
ijma’ ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm dan
Ibnu al-Mundzir.lbnu al-Mundzir berkata:°
“Para ulama telah sepakat bahwa apabila seorang hamba
(muslim) murtad, lalu dia telah diminta bertaubat, tetap
dia tidak bertaubat, maka dihukum mati. Saya tidak
mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah
ini. (Muhammad bin Ibrahim Ibn al-Mundzir,1420: 174)”.

Non-Muslim  yang  menghina  Al-Qur’an
diterapkan juga terhadap mereka hukuman mati,
disamakan dengan hukuman muslim yang menghina Al-
Qur’an. Hal ini berdasarkan hukum negara Islam
(Khilafah) yang mana kedudukan muslim dan non-muslim
sama di hadapan hukum Islam. Syekh Ali bin Nayyif al-
Syahud dalam kitabnya Al-Khulashah fi Ahkam Ahli Al-
Dzimmah wa Al Musta’manin berkata:!

“Apabila salah seorang dari Ahli Dzimmah melakukan
salah satu kejahatan yang masuk dalam kategori hudud,
seperti zina, menuduh zina, mencuri, atau membegal,

% Imam Al-Nawawi, Al-Majmu’, Juz 11, him. 170

10 Ibnul Mundzir, Al-Iima’, him. 132, lihat juga Ibnu Hazm, Maratibul
Iima’, him. 210

11 Ali bin Nayyif Al Syahud, Al-Khulashah fi Ahkam Ahli Al-Dzimmah
wa Al Musta 'manin, him. 36.
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maka dia dihukum dengan hukuman yang telah ditetapkan
untuk kejahatan-kejahatan tersebut, keadaan mereka
dalam hal itu sama dengan keadaan orang-orang Islam".

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sudah menjelaskan
secara terperinci dalam Kitabnya “Ahkam Ahli Al-
Dzimmah”, bahwa mayoritas ulama, yaitu Mazhab Maliki,
Syafi’i dan Hambali bersepakat bahwa, apabila seseorang
dari ahli dzimmah melakukan penodaan terhadap agama
Islam, maka batal perjanjiannya sebagai warga negara dan
pantas dikenai hukuman mati.!’> Akan tetapi, perlu
dipahami di sini bahwa yang berhak memvonis hukuman
mati hanyalah Khalifah atau wakilnya dalam negara
Khilafah, hal itu pun setelah dilakukan proses pembuktian
di peradilan dan peradilan meminta terpidana untuk
bertaubat atau masuk Islam kembali, namun terpidana
tidak mau bertaubat.*3

Beberapa pendapat lain, dalam hukum pidana
Islam penodaan agama merupakan perbuatan yang dapat
dikategorikan perbuatan perusakan akidah, yang diancam
dosa besar (bagi pelakunya) karena hal ini bertentangan
dengan norma agama Islam. Dalam hukum pidana Islam
tidak menyebutkan secara khusus tentang penodaan
terhadap agama, namun hal ini dapat dikategorikan
kedalam jarimah hudud (riddah).* Dilihat dari
definisinya, Riddah (murtad) adalah keluar dari agama
Islam, dan bukan dari agama yang lain. Hukuman bagi
orang yang murtad adalah hukuman mati, karena ia telah
menentang agama Islam, padahal, Islamlah yang telah
menjadi pondasi tatanan masyarakat muslim. Apabila
menganggap ringan kejahatan ini, Syaikh Islam dan Ibn
Taimiyah menjelaskan bahwa usaha melakukan kerusakan
di muka bumi dengan cara menyebarkan kekufuran dan

1376

2 1bnul Qayyim Al-Jauziyyah, Ahkam Ahlidz Dzimmah, him. 1356-

18 Al Mausu’ah Al Fighiyyah, Juz XXII, him. 194,
14 Sa’id Hawwa, 2002, Al Islam, Al I'tishom, Jakarta, him. 415-416.
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keraguan terhadap agama Islam adalah lebih berat daripada
melakukan kerusakan dengan cara mengambil harta benda,
dan menumpahkan darah.t®
Hampir semua kitab fikih mengarah kepada satu
pembenaran adanya sanksi bunuh terhadap pelaku riddah
jika pelakunya adalah berjenis kelamin laki-laki dan
memenuhi persyaratan-persyaratan, yaitu berakal dan
tidak dipaksa. Sementara jika pelakunya adalah
perempuan, dalam pandangan madzhab Maliki, Syafi’i,
dan Hanbali, mereka tetap juga dieksekusi, sedangkan
menurut madzhab Hanafi dan Shi’ah, ia hanya dipenjara
sampai bertaubat dan menyesali perbuatannya serta
kembali kepada Islam. Alasannya, perempuan secara
politik tidak berbahaya. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid
jugadijelaskan bahwa dalam perjalanannya, konsep riddah
mengalami perluasan makna. Pada mulanya, riddah adalah
keluar dari Islam menuju kepada kekafiran, kemudian
berkembang kepada segala perbuatan berupa pengingkaran
terhadap ajaran-ajaran Islam, atau penghinaan terhadap
Allah dan Rasul-Nya, bahkan pandangan-pandangan yang
keras terhadap Islam, dianggap sebagai kesesatan dan
dinyatakan sebagai riddah, dan pelakunya disebut
murtad.®
Pemberian sanksi bunuh terhadap perbuatan
penodaan agama atau murtad harus jelas motif dan
sebabnya, alasan di tentukan sebagai sanksi murtad yaitu:
1. Dalil masalah hukuman hudud, mati/bunuh harus
gath’i. Penetapan hukuman hudud (hukuman mati
termasuk hudud) haruslah didasarkan pada ketentuan
nash (teks rujukan) yang qath’i (bersifat pasti), baik
dalam hal pengertian yang dikandungnya (qath’iyyu

15Yusuf Al Qardhawi, Figh Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan
Al-Qur’an dan As-Sunnah, Robbani Pres, Jakarta, 2008, him. 189.

161bn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, (Semarang: Toha Putera, t.t.), ll1: 77
dan dirangkum oleh _Abd al-Karim Zaydan, al-Uqubah fi ash-Shari‘ah al-
Islamiyyah, (Kairo: Mu‘assasahar-Risalah, 1988), 34.
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al-dalalah) maupun dalam hal rangkaian sanad/rantai
transmisinya (qath’iyyu al-wurud). Dengan demikian,
yang memenuhi kedua kriteria tersebut adalah Al-
Quran dan Hadits mutawatir (hadis yang
diriwayatkan oleh puluhan orang dalam setiap mata
rantai transmisinya).

Hadits tentang hukuman mati terhadap orang murtad
sejatinya termasuk dalam kategori hadits ahad (hadis
yang diriwayatkan hanya oleh satu atau segelintir
orang saja), dan bukan mutawatir. Sementara
hukuman hudud semestinya dengan dalil yang gath’l
bukan dzanni.

Klaim bahwa kaum murtad harus dibunuh karena
kemurtadannya jelas bertentangan dengan sejumlah
ayat Al-Qur’an tentang orang murtad (seperti Q.S Ali-
Imran:90, Q.S. An-Nisa:137, dan Q.S. Al-
Bagarah:217). Ayat-ayat ini memang menegaskan
bahwa perbuatan murtad adalah suatu dosa yang
serius, dan orang murtad akan dihukum Allah di
akhirat. Tapi ayat-ayat tersebut sama sekali tidak
menyinggung adanya hukuman mati di dunia untuk
mereka.

Tindakan murtad semata tidak dengan sendirinya
membawa konsekuensi hukuman mati. Faktor utama
yang menjadi penentu hukuman ini adalah adanya
agresi dan permusuhan pelaku murtad terhadap kaum
beriman, dan kebutuhan untuk menjaga kemungkinan
munculnya penghasutan melawan agama dan negara.
Kesimpulan ini didasarkan pada banyaknya ayat-ayat
Al-Qur’an yang melarang paksaan dalam beragama.
Ibnu Jauzi dari hadits Daruquthni, Abu Bakar Ash-
Shiddiq juga pernah membunuh seorang wanita yang
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murtad setelah masuk Islam, wanita itu bernama

Ummu Qirfah.Y’

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni
dari Jabir r.a. bahwa seseorang perempuan yang dikenal
dengan nama Ummu Qirfah telah murtad. Nabi SAW lalu
memerintahkan agar ditawarkan Islam kepadanya. Jika
mau bertaubat, dia dibiarkan. Tetapi jika tidak mau, dia
dibunuh. Adapun dasar dari orang yang murtad itu diminta
bertaubat adalah dari perkataan Umar tentang seorang
murtad yang dibunuh dan tidak  diundurkan
pembunuhannya, “Apakah kalian tidak memenjarakannya
selama tiga hari, memberinya makan roti setiap hari, dan
memintanya agar bertaubat sehingga diharapkan dia
bertaubat dan kembali kepada Allah?. Kemudian Umar
berkata, “Ya Allah, saya tidak hadir dan tidak
memerintahkan. Saya akan ridha jika berita ini sampai
kepadaku . Al Qadhi lyadh menuturkan, bahwa ini telah
menjadi kesepakatan di kalangan ulama dan para imam
ahli fatwa, mulai dari generasi sahabat dan seterusnya. lbn
Mundzir menyatakan, bahwa mayoritas ahli ilmu sepakat
tentang sanksi bagi orang yang menghina Nabi SAW
adalah hukuman mati. Ini merupakan pendapat Imam
Malik, Imam al-Laits, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam
Ishag bin Rahawih dan Imam as-Syafii. Hal senada juga
dinyatakan oleh Kholil Ibn Ishaq al-Jundiy, ulama besar
madzhab Maliki, “Siapa saja yang mencela Nabi,
melaknat, mengejek, menuduh, merendahkan, melabeli
dengan sifat yang bukan sifatnya, menyebutkan
kekurangan pada diri dan karakternya, merasa iri karena
ketinggian  martabat, ilmu dan kezuhudannya,

“Muhammad Dahri “Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia:
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menisbatkan hal-hal yang tidak pantas kepadanya,dan
mencela. Maka hukumannya adalah dibunuh 18

Dalil lain dalam perkara ini adalah kasus
pembunuhan Asma’ binti Marwan, seorang wanita Yahudi
yang amat membenci Islam dan kerap menghina
Rasulullah. ‘Umayr bin Adi, salah seorang sahabat Nabi
yang mendatangi rumah Asma’ lalu membunuhnya.
Dalam kejadian tersebut Rasulullah mendiamkannya. Oleh
sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukuman
bunuh itu dilakukan dengan izin dari Rasulullah dalam
kapasitas baginda Rasulullah sebagai ketua negara Islam.
Imam Al-Khatthabi menyatakan, “Saya tidak tahu ada
seorang (ulama) kaum Muslim yang berbeda pendapat
tentang wajibnya hukuman mati (bagi pencela
Rasulullah SAW)”. Menurut lbnu Baththal, para ulama
berselisih pendapat mengenai siapa pelaku atau
oknumnya. Jika ia adalah kafir ahlul ahdi atau ahlu
dzimmah, maka menurut pendapat Ibnu Qasim yang
dikutip dari Imam Malik orang tersebut wajib dibunuh
setelah diminta untuk masuk Islam terlebih dahulu. Akan
tetapi jika yang mencaci maki Nabi SAW adalah orang
muslim sendiri, maka ia harus dibunuh tanpa memintanya
untuk bertaubat terlebih dahulu. lbnu Al-Mundziri juga
mengutip pendapat dari Al-Latsi, Imam Syafi’i, Imam
Ahmad bin Hambal dan Ishak yang menyatakan, bahwa
orang yahudi juga diperlakukan sama seperti orang muslim
apabila dia mencaci maki Nabi SAW. Ibn Taimiyah, dalam
bukunya As-Sharim al-Maslul ‘ala Syatimiar-Rasul, telah
menjelaskan tindakan orang yang menghujat Nabi
Muhammad SAW, yaitu dengan kata-kata yang bertujuan
meremehkan dan merendahkan martabatnya, sebagaimana
dipahami kebanyakan orang, terlepas perbedaan akidah

18Muhammad Dahri “Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia:
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mereka, termasuk melaknat dan menjelek-jelekkan maka
dia di bunuh.®®

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh
Kholil ibn Ishaq al-Junaidy, (madzhab Maliki), “Siapa saja
mencela  Nabi, melaknat, mengejek, menuduh,
merendahkan, melabeli dengan sifat yang bukan sifatnya,
menyebutkan kekurangan pada diri dan karakternya,
merasa iri karena Kketinggian martabat, ilmu dan
kedzuhudannya, menisbatkan hal-hal yang tidak pantas
kepadanya, dan mencela, maka hukumannya adalah
dibunuh”. Di samping itu, Ibnu Qudamah Al Maqdisi
berkata. “Barangsiapa yang menghina Allah maka dia
telah kafir, baik dalam keadaan bercanda ataupun
sungguhan (serius), begitu pula menghina Allah secara
langsung, atau dengan ayat-ayat-Nya, rasul-rasul-Nya dan
kitab-kitab-Nya. Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Barang siapa
mengucapkan perkataan keji dan kata-kata yang berisi
penghinaan terhadap keagungan Allah dan kemuliaan-Nya
atau melecehkan dari perkara-perkara yang diagungkan
oleh Allah, atau menyamakan kata-kata untuk makhluk
yang sebenarnya hanya layak ditujukan untuk Allah tanpa
bermaksud kufur dan melecehkan, atau tanpa sengaja
melakukan penyimpangan, jika hal itu berulang kali
dilakukannya, menunjukan sikapnya yang
mempermainkan  agama, pelecehannya  terhadap
kehormatan/keagungan Allah dan kejahilannya terhadap
keagungan dan kebesaran-Nya, maka tanpa ada keraguan
lagi, hukumnya kafir”. Dan As-Sa’di berkata: “menghina
Allah dan Rasul-Nya adalah kafir keluar dari (agama),
karena dasar agama terbangun atas pengagungan terhadap
Allah, agama, dan rasul-Nya. Sementara Istihza’ akan
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menghilangkan dasar keimanan dan membatalkannya”.
Imam Ahmad bin Hambal berkata, “Setiap orang yang
menghina Nabi Muhammad dan mengejek beliau baik
muslim ataupun kafir maka dia wajib dibunuh dan saya
berpendapat dia dibunuh tanpa harus diminta untuk
bertaubat™.?

Dalam nash-nash Al- Qur’an dan As-Sunnah
serta perkataan para ulama ummat telah menunjukkan
dengan jelas dan pasti bahwa orang yang mencaci Allah
dan agama adalah kafir dan murtad, keluar dari agama
Islam. Sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur’an
Surah At-Taubah Ayat 12:2

55%#\2]5%9;3;‘9%;%5;%@9@@
%]}&‘gigb@]ﬁ@w&%

“Jika mereka melanggar sumpah sesudah perjanjian
mereka dan menistakan agamamu, perangilah para
pemimpin kekufuran itu karena sesungguhnya mereka
adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang
sumpahnya supaya mereka berhenti (dari kekufuran dan
penganiayaan).”

Dalam Surah At-Taubah ayat 65-66 Allah

berfirman:?2
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“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa
yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan
manjawab, "Sesungguhnya Kami hanyalah bersenda
gurau dan bermain-main saja”. Katakanlah: "Apakah
dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu
berolok-olok?. Tidak perlu kamu membuat-buat alasan
karena kamu telah kufur sesudah beriman. Jika Kami
memaafkan sebagian dari kamu (lantaran telah
bertaubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang
lain) karena sesungguhnya mereka adaalah orang-orang
yvang berbuat dosa”’.

Hadits Rasulullah yang diceritakan Ibnu Abbas
sebagai berikut: Terjemahnya: “Dari Ibnu Abbas R.a (ia
menceritakan) tentang orang buta. lbu kandungnya
adalah seorang wanita hamba sahaya yang melakukan
penghinaan terhadap Rasulullah  SAW. Meskipun telah
dilarang, wanita tersebut tidak  menghentikan
perbuatannya. Dan pada suatu malam, anaknya yang
buta itu mengambil semacam benda pegangan lalu
meletakkanya di perut wanita itu, dan sambil bertumpu
pada benda itu, dia bunuh wanita tersebut. Sementara itu,
Rasulullah datang (menyaksikannya) lalu beliau
bersabda: Lihatlah, wanita itu telah halal darahnya. (H.R
Abu Dawud) ”.

Berdasarkan dalil-dalil inilah kemudian para
fugaha menetapkan bahwa penodaan agama termasuk
dalam tindak pidana (jarimah hudud) dan sanksinya
berupa hukuman mati. Islam telah merumuskan sebagian
hukuman atas sebagian kejahatan berdasarkan nash,
syariat islam juga menempuh jalan lain dalam menetapkan
hukuman atas kejahatan-kejahatan yang tidak ada nashnya,
yakni dengan cara menyerahkan kepada imam (penguasa).
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Adapun penodaan agama dalam kategori yang
lain, mungkin bisa dimasukkan dalam kategori jarimah
ta’zir, sehingga diberikan kesempatan dan keleluasaan
kepada para hakim untuk memutuskan perkara dengan
berijtihad berdasarkan berbagai macam pertimbangan,
juga dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang
berkembang di zaman sekarang. Sebagian besar ulama
berpendapat bahwa tindakan penodaan agama dapat
dikategorikan sebagai tindakan yang mendekatkan kepada
perilaku murtad bagi seorang muslim. Pengkategorian
tersebut dapat didasari dari bentuk atau jenis perbuatan
penodaan agamanya, karena perbuatan penodaan agama
berkembang menjadi berbagai macam jenisnya, yang perlu
diperhatikan adalah apakah perbuatan tersebut telah
memenuhi unsur-unsur dari perilaku murtad (riddah) atau
tidak. Ajaran hukum pidana Islam dikenal dalam ilmu
syariah disebut dengan istilah jinayah atau jarimah .
Sebagian fugaha (ahli syariah) membedakan antara
Jjarimah dan jinayah. Jarimah diartikan pada semua jenis
pelanggaran pidana Islam. Sedangkan jinayah hanya untuk
pelanggaran atau pidana yang menyangkut jiwa atau
anggota badan saja.”® Dalam jarimah , menggolongkan
tindak pidana yang dilihat dari berat ringannya hukuman
menjadi tiga jenis, yaitu hudud, gishas, dan za’zir. Oleh
karena itu, yang dapat dikategorikan sebagai suatu
perbuatan tindak pidana (jarimah) apabila suatu perbuatan
tersebut telah memenuhi unsur-unsur jarimah . Dalam hal
ini seseorang yang melakukan penghinaan atau penodaan
terhadap agama dikenai dengan Jarimah ta’zir yakni
secara etimologis artinya adalah menolak atau mencegah,
sedangkan secara terminologis adalah hukuman yang
kadar ukurannya tidak disebutkan oleh syara’ (hukum

23Syukron Kamil, Andy Agung Prihatna, dkk, 2007, Syariah Islam dan
HAM, Jakarta: CSRC, him. 89-90.
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Islam) dan hal ini sepenuhnya dibebankan kepada suatu
pengusasa/hakim.?*

Ta’zir adalah hukuman yang bentuk dan
ukurannya tidak ditentukan oleh syara’, tidak sebagaimana
halnya had yang sudah ditentukan hukumannya. Namun,
terkait dengan ta’zir, syara’ memberikan keleluasaan
kepada pemerintah atau negara untuk menentukan bentuk
dan ukuran hukuman yang sesuai dengan tindak pidana
yang dilakukan oleh pelaku dan memberikan efek jera,
tentunya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi
orang yang bersangkutan, termasuk memperhatikan juga
waktu dan perkembangan zaman.?

Menurut analisis penulis penodaan agama yang
dilakukan Lina Lutfia alias Lilu alias Lina Mukherjee binti
Abdul Mukhit dilihat dari hukum pidana islam termasuk
dalam bentuk jarimah ta’zir. Ta’zirdisini adalah hukuman
yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syara’,
akan tetapi syara® memberikan keleluasaan kepada
pemerintah atau negara untuk menentukan bentuk
hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan
olen pelaku dan memberikan efek jera, dengan
mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan,
waktu dan perkembangan yang ada.?®

24 A, Wardi Muslich, 2004, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam
Fikih Jinayah, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. 1, him. 13.

SMuhammad Syarif “Penistaan Agama Dalam Hukum Islam (Study
AnalisisYuridis di Indonesia)”, Nizam: Jurnalis lampedia Volume: 2 Nomor 1
him. 8.

26 \Wahbah zuhaili, Al Figh Al Islami Wa Adilatuhu, Terj. Abdul Hayyie
al-Katam, dkk Figh Islam 7 him. 259.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan

sebagaimana jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bab
pendahuluan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut;

1.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana penodaan agama
melalui media sosial yang dilakukan oleh Lina
Lutfiawati Alias Lilu Alias Lina Mukherjee Binti
Abdul Mukhit melalui media sosial menurut Putusan
Nomor 726/Pid.Sus/2023/PN Plg, majelis hakim
Pengadilan Negeri Palembang memberikan sanksi
berupa terbukti bersalah melakukan tindak pidana
“Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa
kebencian individu dan kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas agama” sebagaimana dalam Dakwaan
Tunggal Penuntut Umum, yang menjatuhkan pidana
terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2
(dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp.
250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang
telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan terdakwa
agar tetap ditahan.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana penodaan agama
melalui media sosial yang dilakukan oleh Lina
Lutfiawati Alias Lilu Alias Lina Mukherjee Binti
Abdul Mukhit menurut Hukum Pidana Islam yaitu
dapat dimasukkan dalam Kategori jarimah ta’zir,
sehingga diberikan kesempatan dan keleluasaan
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kepada para hakim untuk memutuskan perkara dengan
berijtihad berdasarkan berbagai macam pertimbangan,
dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang
berkembang di zaman sekarang. Dengan demikian,
sebagian besar ulama berpendapat bahwa tindakan
penodaan agama dapat dikategorikan sebagai tindakan
yang mendekatkan kepada perilaku murtad bagi
seorang muslim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka berikut saran-
saran yang dapat dijadikan masukan kedepan,
diantaranya adalah sebagai:

1. Pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum bagi
pelaku penodaan agama, sebab apabila pelaku tidak di
tindak lanjuti maka tidak akan menimbulkan efek jera
dan memungkinkan seseorang melakukan penodaan
agama tanpa ada rasa takut.

2. Perlu adanya Rancangan Undang-Undang Yyang
menyangkut  batasan-batasan  seseorang  untuk
dikenakan sanksi penodaan agama dan sebagai penguat
Undang-Undang yang ada sehingga  dapat
menyesuaikan perkembangan zaman sekarang.

3. Untuk masyarakat yang mendapati seseorang
terindikasi melakukan tindak pidana penodaan agama
segera melapor kepada pihak yang berwenang dengan
alat bukti yang jelas dengan tidak melakukan main
hakim sendiri, sehingga tidak menimbulkan masalah
kegaduhan di dalam suatu masyaraakat.

C. Penutup

Maha Suci Allah, berkat mengaruniai hamba-hamba-
Nya dengan akal-budi dan hati pikiran. Dengan itulah
manusia bisa menyapa dirinya, orang lain dan penciptanya.
Dengan itu pula, manusia dipandang sebagai makhluk
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terpuji. Dengan segala keterbatasan penulis menyadari
betapa banyaknya terdapat kekurangan, baik dalam
penyajian data maupun analisisnya, maka penulis selalu
terbuka untuk mendapatkan masukan demi kebaikan di
masa mendatang.
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meca sosial mik cerdakoa, sant Hu saksi Knabir Asyhan mengotakan Sia
onten yang oty dalm agna
s MU sacsl Kot Asybar member mssehat Pesan Rasulal ks
Aavan methat semonghamn maka o B3 GUA UIRek mEneguTYA yin
portuma dengan anganmy, kedua dengan s me dan ketga dengan
DAk e dadiett WAl Sersebut Guikinrian Langus Katar' usena o mitna
W et chan ol e G acatah pemeried gan peemerniah menmitds pobsl
dan yang berwenang Ry adaslsh podst malkn dan oo sdahdan dtan
apankan,
B Darrpuic netlzen paeg Beeagams muskim sanged tiek setau dan
meinsa bendd dergan konten makan batd yang dbuat san dupload oleh
ferdneaa. Karena video U dargpap issh mencampar adikdan amana
agdah dan komen apalagl & dalam Vdeo tersebat tevdabwn Melifacian
a pang SnpEp—ry yarg Telak Pl
Bty ferdakma seogaga melanzkan kats BRmEnt” s s
TerdaRaa g mengatnsan Jact fard il ukun aman ooy s bggar udah
st o It AoNEGakU SCABGE Nal LRONeDGT MEMmEUATRAN AANTyD U
REMng AR G V0 e Kk Dt yang  Olakkan ol
PeOatN YANg MANA Woeo ersebur tedakovi Gopload pade Akun Skiok
@tna mokerfhee My sehingga MmenunE kami hal Isetol masus
Ak pertstaan agam lskum.
o Bt skt Belall TN VIR MEKAN BB ARG Ivcliwn Lot
sampal dengan melesal yang mumre sast U pevsaan saks sangal marah
aan vesal kepaoa tercakonn Kaend dengan jelas tefdaNma yang berstatus
AGuTia IS memaAn Sesals Yang Sl i Shamamkan o daen
AR ALt an YRy M Pertustan Desstut terdakwn Wproed ke medn
susial dengann alssan bl hamysiah konten namun sakst yang mendenger
sesia mebhat merasa hal tersebut Suakdah patut unuk diakukan apolagl
Apulihastan ke tunk mayR kKaena solap (g dcapal melibat ata
TROOMGN VWO Y ki e parmile akum dan e pun yang

Heharnan O et 35 Patmar Mores TNV Soe0X VW Py
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nh. Q0id

AN Bk meng e mesa soskl maka nal tersecut
PAArnALAN AL LN eI STk 10 ngean ASan,
< Bala sahsl Devaguena slien Lelsamys adalah AL-Quian setsagel
perniah dat buangan allah serts pelaiuk bagl kel agema islam dan
ongar yang Uk babl yang
@sandingkan dengan nama Alah ctam keacaan sadar maka teEdaken
el mejlecetian agidoh kami tethadag aangan Nlsh atau Nas mya
Qur an tentang hasameya mensias babi dengan memperook-ool aah
an mengilak-luk ke i ki Sehursoy Secien hukam sam da
wehirusswn chtuibum secies Grais (ki camtak)
« PBatran setiap oowng yang memik skun ok dapat meronmn samus
Woro yang o o apikast 1Kok termasue mek yang dtasah umar
SENNQZA Serhartap korren makarn KIiuK bats dersetut tlakian pantas wmk
dhupioad ke meda soskal anak-anak barwa
g bt digr DOy rruskin sehinggas kemunghinan
Tt it (b bt ek arah h e e
© DBalwm stwbareyn saksd dedsh merenggl permermaat masal can
Sevtialoan FUTHN terakwn teten Iklak meenta msal adn tescdakwn
meah dengan Wieo lain yang maloh
menanang g soksi merasa  Jka tercakwa  tdak  menyadal
f3 A8 Mara ) Cengan aga yang dlakukannya;
- Bl WL Sargikil DAl Oyl DESAGATIA W
< B sk mermbeesikan B Dokt g dhadvkan  dalam
persinge,

gan saksl, benar dan

10k keberatany,
J Saks Mhaywn B Usman  cBeaall o sumpah  pads  pokokimy

metmrangkan sehage bertad
« Babwa skl dalam kesdnan sehat smars dan rehant.
~ Bahwa saks membenatkan BAP saksd coim betkas perkara;
- Bahwa saks toak Qor Bk
etuaiga dengana
© Paln el pads i Sess TNgGe 00 Nl J02) sebion pubul
OF 37 Wiy, sakal methal o g whiatsaps “SAHAIBAT HUSYANT lerdapal
ik bertn padn Liputon Pelenbang Meropols terkait dengan Knsus Lna
Mukhetiee seteiah By b RQeung searching 4 oogle dan menemukan

Piwhornns 110 et 0 Mmoo Mo ZAMINY Sy Ay

St or——— v WY L A
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e Wik SeOMg mekan Tain yung deandngcn dengsn Wik
Bismitah,
+ Bahwa setelah menanton Woeo tercaionn saksl herpendapal barva apa
o chhakabAn Ol aakiai Syaii! PO Sl Dener ke Nl szt
bentik pe s Als
+ Bahwa didolam komen makan bobl ferssbut terdapis peogucapan Lt
oismilah dan tuusenys sudah jelis Untuk mespornakan bemuk
UG RAT AS S yaeg GG o dakim kel ALQUEEN Suh
A Bapwsh Apwt 170 ywrg ¥ 0
yorg haram namun leiakwn dengan SEngss fesg memakan makanan
ST
o MOrUnE saksd BengAn menampekan kot Kofsda crang i sama
=0 tengan g crang urmuk g Babs wlan
W perbuatan ieedakwn memalan bodd sawtd mengucopkan bismelah
rrerfusIthas Dalva Makanan ersetut susih hak
B S ManOnmn wideo Brlakwvg sampe s yang mane sean
lapard s mevyebit rama Afah yorg
menunuckan barwo dinmyn bessinoes Agama (slam;
+ B sotelah aksl meinal Vdeo Marseiul Saksl MmerRsaan sakl Pad
AN Dencl SMogan petiiatien Idakwi YAng GRRgen Sengas memeca
tob st meryebot nema Allah selain iy lesdalovn JUg DT
muskm yang mana semesiiyn sucah mengetatul secana jelas jia bals s
ARG Sk SOOI
Bt Wi makan dat o g
OOt YBrg reergect perrpetnd mbuing kebacauan o dore mayy sepert
contoh Ade Amando yang menatsrkan Datwan  Inakan Dol
Apeiholetban hal lirsetul Gagal SRzAbAN sehual kesesatan karena telah
mwraliii e TARUTER SN0 GHNEAN MEmOEn mna hind O
dakam Ao e
- Bahwa socn pihadl saksl skan memaafan kesalhan terdakwa asal
OGRS b RN DEGERN  DAGEMANE  MEsTFN Aga menjad
el urmuk yang e bt spama e sk Bokeh dpmmankan.

saks, beny don
Tk ketetacan,
4 Seksl e W B Wmpah pads pokoknya
menerangkan setagsl beskut:

- Elawa Ak dalam kadaan sanhas jasmant dan ohany

Pheternay 11 dee' 33 Patmar Morres TNGPR SaeQ0X MWW Py
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putusan sahbamahsgung goid
- Barwa sakel Memootanin HAR Gaksl GMam Dens peran
- B S DO Teng) dan Scdak mengoy o
hebanpa desganma

~ Batwa saksl mEShal xomen V020 ook DanDn ik baly;
~ Beyowsd pada favi Senth R 13 Maset 2023 sekim posul 11.00 W8,
b séksl yang berumur 20 tahan comang dan menperihanag video
SEGROAANG POSSITRUAN TEngan MENgounakan paknian Jang Sangat miim
hepadn saksi WU sake 0N P tersecue

fdan setesoh ik baty;
« Batwm memrut saks Blade Bismfiah o nama yang Kame agungican
con (eesiaks jelas makan yang @ hammken dan asoms ksl tatwe
aegakosn wlah menghainiion apa yang sudah o hacamkan padahal
Gengan menyebot Amma Alah Scak merjadkan yang hamm ta meniad
boenl,

Thfawm SARE TNt WON0 WTHARWE yarig fiann feribapal koments-
Sormmitil NIZES Yty Pro maspon Konkia setingpa rdinan komernte
B (TR at) perTyvia nedi iy kegadshian Al seung actie ndloen o
Caien it ookl Spent conlal) hementh yang koYW Woh S fgak
ATy Dl B0 g O Shergan ca alall saattah) jelas ban dan Bety
e sadah Gt 0N alah Mius U SONGONY (T MAKEN Meryetut
A AA G0a (1 DI SeAgRAAMI . BN SCUAGRN Nen U Mk
AN (O K derdakan Sepertl vl Derebihan Qan dpaksakn AL

ANGYIP SEDAQH PeNETAM AQAM",

- Batwn st sanpat QM hesaa g latads

Saniah (0 asal V0RO IErsett yang mana ity tersetul Sengaa ia
phan dalum sadu yang “dengan makan N sy

ahoehiarian dorl kanu heuuga”

- Batwm_ selan Etsdlah o rana

Yo Nah dan dengan an

st

- Batwn sk ketda WO terseou saks sangan

marah dan bend kwena sudsh menggunakan pakMaT MM seta
Sertaiban Dattkan Gengan IROTG-RAnGEN mErgtTe aguT slan dengan

samtl Wtk bals karena pertaaian
DAk YAng Mempnidngkan nna Alh dengan seens yang diaey
MANpATn Bk panias apaiagl pettusten Seetul o Lgrosd ke mede

Hudave 12 dev 20 Mutuses Moy TGV SAaviOrTW Iy

94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

soaial setingga akan cleh anak umur yang
oo

~ Bahwa saky Sdsknh marah dan merasa benct apabis terckskan Boik

melatarckan BamEan atu meryebot rama Alah kirena omeg lin

Bclakinn o WA Laewn werithtl et Inkam Shinh

Fal fersabut menjnd wusana decgan Alnt

- Babwa saks memberican penjelasan kegada anak saks! barwa sebagal
g frustm o whK hewan i, dacah dun

Dangkal yang mana atuean tersebut socah ferubs pelas of dakam Kiob A

Quran

Btvwn aakst meblid video drsebul melakil apthast tiaok mike anak

saksl,

~ Gl Sk MENONION WO Sreebul MDAl dengan sehsal

e pan saksl, spe bevar dan

filek keberaan;

5 Ssksl Zakswh [n Jesmam, dimesh sampeh peds  pokoknyw

menerangian sebaga berun
- Batnen skl e ks sehal jaenen| dan rohal
« Batwen saks membenakan BAP sy dalum berkas parrs
- Babwa sakal 1k meng can Sdak memg
PULAMN NS Sefganie,
- Bawn saksi b mengenhia video tersebit  paca
pedengiran tutan Mieet melibd Handphooe Gan akun teok sk sas
o,
- Babwa suksl memtuba alun Shok Gina musehe dan
L 0NN V000 YANg CICANan Nrdakea YAy mane Tedabne
moksn Ak babl sabd bicara dengan kakmat ssbagal  teriir
“Blemiah, of kpa. Quys, HIY N Ak KayakTya CRecr dan Kamu Anenga
KA W ROASRTAT SMNGOT AU JNNG IATIN AR Sl pa. ey Tt
AV ukun dman udab aku Sanggee Woah past o kamr kelangaky dcabut
SV AkU CUME PONRSATAN KGNS O (WICK K Darpwk KA yia, Tagy kok
kR ATEN Dt aky mwriexng g, ReTIVAT ek GRpTGTIYe By ale
Ak MU conh Devapn And makn batv 7 Sotanyn Ape kaf yn pertama of
Sianka, WakIU U S G0 SEAgAN IR aky (0 IVsa Danasa knggris pok
GO A1, Wk ENRY DOTR LT DOK DR 0% ok S wasTLe UM MY (e
POl amoaf U, ferus AiVs makan badl a6y oy ST ox M ka0, &)
mm”mpyawnsnnmmmm

Planton) L3 w0 Pnveay Ao TRV SanPOETEW Fiy
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g demm oy ocws o non ya now, 1mYs g
ARz Y i OGN Kesaran v yma. Cuma povgen s kek apa SN
sy BT Saly Jang rarme oF Y atah dpeca’ o dat Karty ez
Aok rasanyn Ragok b roon Bk Dalv Aeok clging s yang ayemw
JONY KEFAs g Seenak orang yong cern of TRk S aku ya A s D

A0,y AN LT 300 JANG MAsE " o

@Fe Y CLTE ROy KOA

- Baimwa Voo makan bty

00 Gan NOOMA MUnghin yang Seragama n0m rmuskm mamaken tagng big!
U Ok b sl tan Bk hoar) (8 (LA arpamin

shartt artiskan badsl i Seiak dperbotetihnn

Batrin thebabim ko Iesstng bemioh penstasn Aguma
mim ferdapet pengucapan Latar Bhamtlah adslah badmat e, dengan
i momakan babl kouk, dan duplond pace skon thiok S Numukes)
Semactan o kalmat akE JgY teestapat kals T Faeya kooten © sehingga
mesTune b il (1e bermuk perestaan tertiaap ajaran agama isam.
- Bahwa sebagal seorang muskm saksl merasa seah dan
02k pancas wmuk SRAUREn karena menakan babi dengan melstandian
oismilah e o Sdak dpeToRTKan o dalam islam apalagn perDuAL
201S00UT SRakUAN DOMIMMWE SOCAG SA0al QAT DG MTANGan,
- Baiwa  wan Bamian Fus
Peony Rt b fan oF Gakam W0 teesetus
- Elarae saksd TOMK MENQULIU Dagaimand U e 1o akos
ol B cdhabarm y el yarg g Satean drimgs
e kbt fats,

Batros saba permah mekhal dan mestengar (h mmda sosal
Darwm sk ielah memintn masf =on diormgn dlamankan oleh POLDA
SUMEEL,

Ak, bewar dun

ok keberatan;
A Saks KH O KDSDT  ASMWL (DAMAN  SaTEan  (AOA  POROKIVG
NSTANGhan Sl benhut
= ESaltam wkcn takarm bonmnn Seta Marman dan rohant
Patvwm subcs rmrrbenasie BAD sahsd b baras pwiarnm,
Batram vaks fulsk meriper e ek ray gw
selurgs dengareys;

Slalnvin 14 de) 20 Porssan Weawn PG00 SvUEN Py
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Qo

« Barwn saksl Dau mengesaing video lersetie 3 (1ga) buse yang lak
hetha sarsh Sopradi selby mus0 saksl MENgUmban Woeo makan tals
Ik
© Merewl Kica fictn et Selase LoOgel 18 Maret 28 sekin okl
0HAZ WML s Saprald  mergtutung  seksl  dan  Gerkads
“Asspmmusiafum Ustad, mohon berkenan berfean pendapat aml wideo
Yang ssya Knm fencans mai sayn Eoskan tentang penetsan agoma’
han saksi put menjawad Btsmilsh, Kta Otokirkan Alah giberkan
wewerang ustuk mecgambl baghan dakam amar ma 'l nahé munkae, Akah
Penciong ta daen permbatas Wi~
- atewn selinpitrne Saksd pun SRGTunGl ch sl Saptiad kbesudin
sakst memberitin nasifel e S0 sl dedia Kake Al
PTG kS A N Car Uk menegeTTY - e dangan
farpenay, g dengas Asanons dan Fetiga tengan Natmu, Aty rideo
Ix moka guoakan fangay kakor, Aavenia AT AV ma ol amy o LV ame
A adah perreyican can pemieningah memiki poksl e pang memiki
WG U acakan poRs, Maka dart R shankan bakan Sporkan’.
< Bt etk sk moRnal sebiad w000 raetit kol gl
AN B O T st el Sk sk el Pl kadeen AgAmA WA
wdah Al secwn tacgerangin tan tagaimans seonang  yang

Isdam bian et sennpge partrstan
tersetut hanas saks bence
- Balwn sy ook meconon Woeo sampal selesal karena sast
TOOCkAMNE MEnQIUNARAN DA YAy O INUIUS dien Naram Dag saks
INRENEL Qural PEOCPUAN ying IBUND Sariun Saksi Men0sNIKaN Suar
Tivchibon Saph yure) et il 1 sbabs BRsireliy Mertddeas Lo et
frorim ARN than nabun imeen
© Batwm saks! bk i L Wleo Sersatit
namin saks mengarn L3 s

deimgs don Nah SWT,

UenQan cara menmyepedian, mEnperolok o) Maum medka sosial desgan
Card mesaan hiik balsl ST MEOGUEACKAN Ltz * Bismilal” harodan
Dertitaa tertang betmacan Syl AT GENQAN  IAng S g e
rwdabaskan had i rseteat
- Batwm vecara przedl sdak atts kats mengsfak, i teassioun sadah
mengetshul makaran srsetut st h yang faram bagl musses namin
trap dengan Tama Alah merupakan bentuk

Malavwer 28 dhonl 10 Ptaay foeer SOSTVE Sand0Tw My
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Qo4

PRTBGQRAS . LMAlAn AN GAN ApALEA (U0 N (AN LN yang
batngame masin yang ssel B sedang  menomon  sehingge  skan
et mh AN Kt Bag) ITUE Iam yang kemat imennga.
- Bahwe perazam saksl sangal e btk seorang musim mendate
sesuMy yang |efrs dlwang olen Alah namen tetap  melapardkan
Jha Bk ey LA SACOE WTSAINE R
SRl Do DeimAsAln 0 Seteggapan DAt Db B
wceang mushm
- Bahwes saks tdok permah meandengr serdakas mesinta maa! melaka
sosial meda,
~ Balved MONLIUT SHCE APALEL 1000 SUCAN MAMMTIS Maat Maka pash
o b T St Pk By Debg clangutian
« Dot pertranian bk san ywog s draal decgan lapasd Bismiish
ferpuns sudah kebaikanya apafngl perbiuatan yang diarang yeng dawed
dengan Asma Akart
To Gan saksl, s onar aan
Ixtae estonn Wi
7. Soksi Or. Nutaks, MAG 8n Surip (Anggota Majelz Utuma insonesis)
Shawaln SUMPan paa PokokDy Menemrghan selagi berit
© Bk sabsl GAM buadaun sett jimnd o 1ohan.
Ot sakow Hab meng) AN blak eyl utrangas
kruarga GenganTyn
- Sahwe ks menbenakan BAP saksi debam berkas perkar;
- Bahwa sksl bengas sebagal AQDoa Komis Famea Majets Uama
OGRS PYOV Sumeed sepk Tbun 2018 S sekanang dan e
bpoks mamhedknn Bimbauen, nashal den S ket permasainton
wans, alan sesy. sedfikasi habl dan seun penmisaishan serkar

agama islam seteah adamyn | fapomn et otk
A atmapun kenmpok;

- B ksl tulah metit o0 onlakova Sampal sekesal men ggurakan
Hancstute mivh s

- Batwea ferkak yorg kan oeh yakrt mengh babi
dengan melsfadsan bumdah yang mana maknnan tersetut sosah
tevmmasak metanpoay kasiah iskum,

- Badven fungsl dan becuduban SUI gkl itk Mengiyoml uTee dan
it mencar okl yorg s dan sebagel mike pemennintan ferkak
masaan Keagamanmn,

St P 0 1% Py Aaoon TNENL S iy
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putusan sahbamahsgung go i

- Batws Mo a0 yang sampal kepada ke selahu anggota MUY maa
T Inergiayl OONpan Cafa 1sal aan

hasus yang dpenckei,

~ Barwa beauin MU aan ekt
Voo makoe Bl yarg Olakukan Deedskwa yang Tand Woeo wrsetul
@asal Gengan saa selefah WUk s

phok MU mengka) ksus mi dan mengehaarkan FATWA Nomer - 03N
SEIVIZ023 tanggal 12 Aork 202, yang eestian |
L Video makan ank beed dewil mempebt Kata “Eismitah
gksangigion dengan barang yang haram, tu ssek dolen kinegon

gres dar gaTe by
7. Oabrwa hewan badd meeung syarial maan islam adalah negis
mghebaian tan armm etk Pelngt E3s g
merrtwcn Atz basmainh

3 e e pang dlakukes Sna Mukedqten dengan sengen
maan Wik Datn Sergen meriecs  Misd  Saseetlah  dan
Eparartiokan ¢l yidbet mednil Aun Saick mbkirge adalin besk
ponislamn sgunA
4. Mepaca phak OOrMARD. AQM Kasis perisiaan aQamA kel
DRI0SES SASUM QENGAN Mubiar) yang Seniky

- Batwn yang minadt cod dalam aaran agam isam ats pertuasan

sty YaRy |

A bagaran ayae 173 alatokan DEaeMTKan Sogl Kaumu, Dangas,
dieah, 0agung Labl dan hewan yang deembebh SOk menyetut
nana At

A Madah mpe 3 AN Nan aya 115 yang Eima juga
mengharamkan memakan bate,

- Barwa a0 kasus-kass yang cagan dliming ot phak MUt seperm

NasUs Penghinan mapon ANan sesat 0a0al Fbimbing dan clcentanukan

Sotwa yang GRasukan Scaklah Denar namun Uk perkua serdakwn

yang dinkuban cleh Utk perks bamiingan dan
fersetut a5k
Batwm perasam saksl hetha metfal video terobut saksi merasy
marah. tervioa dan meny tersatit yoog

mens \a sendl tean memyndan Babwo K ynog beragama musim
clang urtus memakan bate, banghas den damh sedangkan ferdakwn
BECAIA IAng-teeangan [redacukan pecuatan yang kg oen Alsh

Foatwve [7 sev 20 Mtumes Morcy TGV SaaOTIW Iy
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dengan memandngian Wiand:  Bismlah yang sehanemyan  lapads
Mersebul clocaphan ot ki hendak meldam peduman yorg bak
Oengan hyuas Agie permuscan  yang olbukan bendid bk an
mendapatian pateie i Al
- Batwa spatia suctah tan man atws
mmmmm*mmmm-mwu
e L akl groms hudam WD begaln
sebagamana mestinya ag meniodl pelaminn unhik yang en botwn
aguma Eam fdak boleh dipermakkan,
= g s,
bk kebenatan,
Menimbang, batwa telah ddengu pendapat Al Or. Fony, SKom .
Myom, MH  dpesidongen dhawah  samgan  yasg  pada okl
mecatg b sebagal beshut:

- Barwa Abk dalam keadnan sehat jasman dan rohant,
o Bt proless A el dosin o Unierdle Mgum Wik

anas dan

Perboras;

- Bartwa AN permah GETIIH kessrangan sebiaga wnll dl POLOA SUNMSEL
ekl peryebwran informan melss apiinsl WAIDE yaeg  kermadian
memmbukan ingomn pofis dan piak yang sdak meoyukal bl koreen

© Batwa AN menguraken Urnsir Passl 26 Aywt (2] Jo Pass 4% syt {2)
Undang Ungiang Nonme 19 Tahun 2016 Tertang Pervhaban Aas Undang.
Urtang Nomer 11 Teown 2000 Tertang Ioddomss dan Trinsabsl ekronk
Setap (vang dengan Yengai dar Innpa fak mevyetstan evormas
yang o\ ke =y o p
() fonmetu A s,
wnmmm
Sefap omrg adaan sesusl Pasal 1 angha (21) UU Al 8019
wnummawmgmmwn.m
Wargn Negars Bdonesia, Wwargn negats asing, maupun becan hukom,
o Dengan  sengaa,  Dalvaa  rcakma  mangetaul  dan
when ek sustl yang A Wi
melnu em
< Targa ik 1y o [ 1k
memitel ek Soena pertsiaen yang thlakuban Sspn. sy metebit
Apeensngan, berenlangan dengan hak orang lan, beremangan
dengan MuALm yang beraku caam menyehwkan aomas dengan

Phsarn A (i1 T A Moo S Suadeaew iy

S e e———y e Te W - Mannan 18
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komen yang dapm b L0

berdasarkan Suki, Agama, ﬂummmlum;
a Yang

PONLENEN DOV MU kelmeok MASyakal toeml  Datwa
RODEOSAMT M POYUSUNAN SAPal Derasa Gu Indheou Ml ebmpos

TR NN i,

L Berdasarkan wiar Sukou, Antar Golongan, Ras dan Agama
(SARAI" tatrw At p g dengmn
S berart q yang yang

mmmmmmmmmm
ApEN yang danut oleh sesecrang Moo seRpiompok orang yang

1aa M da heoada
Tubae Yang Matia E3a, R atalah goiongen IMRUsia berdeaaa ol
ol fisk sena » Dot O agalah yang

dapet cecaran 0enpAn hetompok lan tak fomal macpun nloonad

YN R hisartidn sLal { Igun ¢ Rang [ bedutiabar,
Batrwn dalym pemenehan pasal fersett berar telah sedadi pempetann

wrormast kovena N terselut dapat dakses cleh orang B meal media

me ShDk;

~ Balva Oapal and jelaskan DAl 100K GhUr DA SUO0L PO(DAAL
¥ witrm, gt Y sutapdl  partiuaten
Y yang ey k. 1A%

A perussen ndfviiu dan (Al Kelormpok  masypaakast e

Sonrchasan b o SUNLL AR ran. dan srtmpolongen (SARA) ey
1 M-mo'-ummuw memanfanian systes

meda >

2 Qg Sersotul ""'* mateAAn  petus  sehingos

mmwmmwm.
yang aepart

atm

Mmmmm

yang Dévkaman dengan SARA

!m menund Al pada video makan habl Wk son thok
Shumubed tersetut, taryak komentnr yang fdak setdu dengan sooten
yaq dbuat setingga kegadunar, dan
peciziaan termaciap agama yang datam hal ol adakxh ngama rslam Kasena
dalam Wo0 [ JUga mencamputkan antara lodah dan koren, karera
atar DEMWAY yang ducaphan tersebut tidak Bisa menghalalan yang
DAL KA00Na AR A il Dati hasam unouk dmakan

Balram St mergagak. ukcan harge engen kele muc” secar
EsEn AT GengAN ENGRRAN VLM yAng secars langemg mengucaks

Slalnvi 53 e 20 Poresan Weawn TXGP SvTEEN Py
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v

Lonervindt dan rreemehan kv bate, rwrnent ahd B Lagpe e e
Y dpericenonan ot o mede soce
Barws

pe okaam
yoru oo Indakan Ak rasa
mesendahian agama fen, mentsiakan ogama stam. Hal e alukshan
dengan yam mensmpaian
rasa pevyy At o Lol agama istam.
IMEMperang apama Isium. meryinguung perasaan Gmat agama Lskm con
memecen belah umat ism. Hal i s e

yang memyebut nama masid dalam pemyatanmR. setiage benkut
“L oty OG0 KAl pa peviame OF SAankR waktv MU s ga sengan
makan, skl Ga N5 Bahasy (ggns pok GRU Kan. sy par podk W depok
PoK ok PO AN WINAY LSASFL Mash ObR DUAM eTpar Ienun, fevas abls
Makinn S 35U YD Sama £« MU Kan el messd dhmana 72 saya e
narya Masil utah maean (etawall,. Secara s pey

deras '] dan e con
penghinaan kepads umee fslam Hal ini disukikan adara kot tismian
fan oK Yang oot S8 SAGT el dpkan Kepada pemetik agama
Islam yong wonien Woeo makan kak bat

Srthal (RO TReRalr Al non Mushin, YWy pokon st Setagomans
Pl ket AL |8 Al Ben atikati pang derystetin b orang
dalam Woeo lersetal o At aban (Asl Geepon  Geegan shap
PO AN (it bitercan kel PO SO 1IN hicena Meroaken
Gk yang Mmansdaiias Aaan aGama M M Do wkk

I parrebub agaria bl .

« Babwa ahun cheh

NATIM Sk semus pkun dapat @ Bk serpaTing konien komen teremy
sepert koman pencermaran naia Bk itk cepal ngeung oy
HauS MerNgOU PULSAN Fang Deckeiaian fukum ekt dahui begre
Vg dengan knnten yng diakdan oleh lerdaivive Sersebut;

St N0 e’ B0 M e e NN S 0T My




103

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
@oid

Barwi Galam petluaan Indak paana (TH Wenomm  menggunaces
Feenel yang mane OF talam turen Oyt teedapsd Seon wpioacer I
phak yang memben nionmas! ke dalnm cyber space fan 12ar cownkoocer
\adah pinak yang Mengukses Iommas:

. Datwwm " [ T Al sk dae

pertuston tevsesot.

Menmtang, tabwa telah puls memerkan pendapal A R Ase
Hatiowdn, ST MT dpersdangan dhamalt suspall, yang et soloams
oAk selage bere

. Batwa ATl cabum kencsan sehat asman dan rohant

- Barwa  AM selsh secan L

Krlminabsi 1omatiap harang Lukll Derupa CNO-R kagicstis 4.7 GB Merk

Werkex dan phone 34 Pro Max Wams Pugle (Unguj dibskedan tengan

carmbackp Se dat DVD-R merk Vertex Kspoastes 27 GB, pemdk atas

nama SYARIF HIDAYAT 8n SYAMSUCIN. diemukan dasa-data benpa 2

() buah video fes dan 2 (doa} buah images Sies yang terkal akun

Tk @nhimiten)l

« Batwm Pemericsnan terhadap Dackup tes carl smariphone merk apple

mooe | Phone 14 pro Max wama unge ME] © 358795287230024, pemik

ans nan LINA LUTFSMAAT] Als LLU Ak LINA MUKERIEE Bt ABDUL

MUCAT. dermuban 2 (dou) San vided Thes yaog memparhatkan momen

Tertabons LINA LUTFIAWATT Al LILU Ay LINA MUKERJEE (e AB0UL

MAGHT sadang duduk menghadep setunh mefs dan makan keuk babi

pada apikas TIIOK yang torpasang denpan akon s rama “Glumise

dan  apleasi Youlbe yang terpasany dengan sk Al nama

“@Rumubhenes”

Datwvn sbion P10k dan weie youtctm mak Srdsomn lrsimpan o dalam

Iphone ik terdakwn;

- Barma saksi melakokan pemerksaan tecora Fisical yakn mengamitdl

sonua daa dul iphone MM el SesrpnyR dlakdan e fle

Uty Al ek keakun Tdakwi keraadan Gl 2 (0u)

Wbt bt

- Bahwa déhat gorl akun yong dimile seharusmya barwa serdakwa yang

memidhl Emal dan pacswead lordadap s millnm namun Sdak

TN orang in juge dapes mingendalban ot eseut ki

= gt Qe ik

Pt 21 s 20 Daaan fosr TIRFSLSaOraveN iy

— e—e—yae Tve it et 21
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Vesambang. batwa ielah tidengar pendapat Abk Assoc Paof. De Andia
Duna Bacar, SPU. SH, M Hum, opesidorgan Otamsh samgan
Farg paca pOROKTYA menerangkan setagal bevtkut

~ Babwa Al delm keadane sonat jasmani dan sohar,

~ M (sl Al acalah dosen Program SIus Lingusth Pascasiiine

IR dhan Worrsutar Batmss Hubum Saxpas Prastsl DitSpristier Deswskrin

Pol;

© Bamn AW peah dimety Aeterogsn sesegm wd e Sben S

FOLDA SUMSEL tekait penyetiaran iforoas: melakil media sosiaf skiok:

- Babwa Ak menguran Unsur Fasal 23 Ayat (2) Jo Fasal 35 ayat (2)

Undang Andang Nomer 19 Tahun 2016 Tertang Penioanan Ase Unsang.

Usdang Nomor 11 Tabun 2008 Tentang (ndonmast can Trarzaks Enkiroos

SN Cring ORI Sigess G TAN VK Menpaiakes i

g ok i wau
vl W cyarakal tarhenty Wiy sk
AT T, AN AW (SARAJ

& Setap omrg adalsh sezum Pas L angks [23) UU RI No 19

hun 2016 detnisd setap omng adalsh oang perseorangan. balk wags

NEQAD INGONesia MDA NEAra ASNg. moaupun badan hukum;

1) Corga  Sengaj,  Dadwa ekl Mengetahu  dan
grendak msdkuhan wan. o yarg WL teTsenal

el sisem

e Banpa hak Tatww aie

meerihl Bk bwwnin pertusien yang tlakuban opa s msketan

Ewwoangen, hecertangan dergen hak omeg e, bedersangee

sergen hubum ywy berdakn dalym memyebarkon niomas dengan

honlen yorg dopat o
berdazarkan Suky, Agamna. Ras dan AnLegonngan [SARA),
a Yarng g sk rasa au

pesTuPGn Incrids Ali kelospok MuGyRakal 10Nl Batwi
ReOCa WL Pl (gt Eationad daet i Al kebompos

Wi AN DT
. Derdiciaicnn wiis Subl, A Golongan, Ras den Agame
{SARAS hatran wau oy g

Suku becartl QUlongam 0IRY-0FANG Yang Seketlrenan, yang meTupaket
Qoongan bangsa don susy bangsa yang besas, Aguma adaish susiu
Huan yong danie oeh sesodong Moy sekclompok orang yong

Phakarnan 27 2wy 20 Muanen Nemer TGN SR g
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gt win he atw a@n bnpadan
Tehan Yang Maha Eza, Ras sdalah golongan manusi Dests=ait s oin-
otk prty guiorgen it golangan anvkan ymy

dapal dbedaban dengan kelompos lan bk formes maupun ool
yIrg meTei) Kesamann 10 ) Wan / ngsl | kedudukan,
- EBatwa Unguetk Forensk seng aleatakan setiage salah sass cabang
mmem»mmmm(m
Inguisics), yetu imu barasa yang derapRan can oy
anom ranah kedupan seneniy Aas dasy porgeman b, bslah
Lingutsth Folensl' dapar diarthan seboge wubud dal penerapan im
Bahasa (HGUEIR] O fANSh Musum dan peraian
~ Balwi SeONLAN-LOOLE NG Setam Whusus peru dipestarkan
G e Longuas adan e (eerl) can
¥ (eba ) P hid ying sarkiat dengan
Botetttian St ! asalan sepeni ek
. LIRgeanth Formmai Adabatt Kngben Bafinss O et ubam, trokan
setalra. Unguistk Formnels mesenpafian bahasa setagy objek
shudl semensam hokum pcsiah korieks ktan. il perts dtegaskan
bwenn secara eptstmologes, kajon hahasa of moad hukum berbeds
rengan kagan Fukum di ranah badosa.
. Ungeistk  Forensh memandang eksisiens!  bahass  dalam
NOOMUKR (PEnoQakin) PUKIEN Ko AMAm Gud GNNOMs. Seuna oo
AL, Dash  ORUDARAN WG Bk Al Coemby  yong  digal
IRrGOAmEertan Ingan bak s segals i yang st birangsang
o M prowes soss yarg AU mamaia D yang Kedas
wwu.—lh bahass merpakan Srslamen ULamA yang tereoan
XV AT ErOses | Irsbumn M seegdal Dl
b e s Ak desen Linguistk Fanmade meecakup dus hal
Yt Lwrgange as gal eviceece, dan Language as kgl jrocess
. Armdsts Lngustic Forersit hanm gk Serhadeg ketestuan
hubum yorg bedaku OF masingeasng negaa Schab, ketentuan
hukum fu merupakan komeks yang tdak Dertike seciva unheersal,
rocuak hukom yang e
9 seturh dunks
< Salvea anaksh Ungueatk Farenek nans (Halman (sociea s
mgmmwmmmmmmmd
b anads berain

PR 27 R P Aese TV S NRAEN Ay
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Pulirkan MAhKaMahageng.go i

hubum. Adapun setentuan apemsional yang pertu dperhatkan adabn
TETOgN Devhut
13 Frivalp tojebtratan, pramp ov  mumberkwn  arahan  Satwen
wermarg whs Leguinth Foremek luns memis skap yang otpebts
COprb! Derarh Aps Addityn Ariog, Setrarg ais Lnguestk Farerh
Thrus merehl SEnampuAn itk meblial, menempatiie, manatukan.
i Menpesenaelan ila DAhisa SCOORE UM analis sesun

dengan apa yang tanpa Ao proadi
Aapagun

2 Frinsip povsip W pounkd TaTms
seorang anake Lingutssk neke haus ap Mg

Hotrsaten beret telak berutestrubah teoap Artergn. dalam mamandang
i DAlER MORON T e, Seorarg el §inguisie Foensk
Narus et bl pandangie yung ket

1 Presip selaivias, sehagad mu yang aegoking Noo-Eksasta,
Kajan Lngustk Foronsik DOoK menespaman keDenlinn sua mexde
At pembirnn divt SuMU sl kajan tanasa sebaga hal yang mutlak
ureuk diyakinl sebapal sResIuNya eon yang pakng tecar Dudym
pondangan Lingusti Forensik, tectl saw metode yang  dgunakan
setagal pessu anakels datn babass Sherdakhon s dieriban o
dafn batursa yrey dbindaparyn (theory driven By e data):

Oalrn delam peopekdl Swtwnn MU penyetsean  permetiaoen

yurg dhg [Ty ane e
indviau . e

MGG UM RQUTA, TS QM MTAHoOgEn (SARA) capet dhhal apalia

adanyn Infoomas yang mangal dan mengal e

Orang in. Hal Ind merupaian hakkal das perpebaras;

- Bahwo A menelaskan Pertoaian yong dengan sengajy dipkkan
niniah perbustan adamyn ketwendak den inpal Tk mencapsl ufen
fertty OF ke s o v -

ta NG puc banyw Decwta ety

W RO WINAGKD Scadl AQMTM yang (ass (0 NOonesls
SOZUAN PaAng g ek Dalangan Dag! Gang ki Uik ENal konen s
SOCAA jelas GeNGan N unadk menimbulan Skag PeMUSUGS dan
hozercian kepada notede ity
berdasarkan SARA,

IRt M S S Pusat M PO SenNEN Py
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Nk, Q0id

« BRI KA YNy GSMIEAKAN CHN ONANG YaNg LEeGapal (MM Woto
Woalul egoking Selige Seloal) SNSakan ywtg  sscRikan  dan
menyahil hatl st Isdeen kareon perkara wyaneh yang sange el
menempaian batwe hares Sukumme bagl e slam untuk memakan
doging babl Terfebd dlumal Wiceo. orang daam Woeo erselur seca
[ 1910i0Ng SELANA PRGN, aran ying dapal marariskan shap
PAITRISUTT) SN KRlOnCUn Pata ISty Bansli kelormpae mbeyasal
Wrtety dadam il I pemetik agema tam yang meass dreicl] ke
orang coam yideo eetut memiill maksud secam ferang bendeany
WUk merendalkan ajamn pgama sy

- Balwa dan pandangan Tndak e hahesa, tndakan omng dalam wdeo
sl (ROgnOUng ol mairl DT Dnckir herselul diee et
Erespon tenpan sk pernauhan dan ketencan e pemell agarme
am kaena noma Al iy Tk ool sesustu
yang tergoiong scbagar 0osa. besar perspesa! agama isinm. Mecua,
Sgakan lersebut IMUicng SETaRA lirdakan yarg merendabkan saran
AT ST Karena Orng SIRm Voo tersebiut, SeCaR Saital, meakian
Secaian yany KIgaiong Shegu 0osa tasar & depan puték dan dengan

IS K Chetere,
« Palran A mempelasican secam Sclak ngsing dan secars impist, s
Py Lk mengajak orang tain, ek secara KU

wepach wang lshm unuk mewanmap Wik tabi dan mengasalitya
cengue lalaiz bamibah. Senatmyn sebagal pusik Ngur mestima mondid
A AN Bt [l dan segeca o Ak e o
wan comioh bagl coang e selan ha urruk il
(Pepatng] agw tnchakarmya tdak disaistkan setapal sebush kampanye
Atz provokas! sehingga mengatakan hal tersebut faya sehagal komen
PasUn AL SeCHE SA0Ml BNRNGS Sebagy INdnka untuk mencar
NaC agas porg wau 9
Mernmtseyg, balw (s pun dedengar belerangen Tedhbas L
Litfamall Abas Uik Alis Lnn Muktoren [0 A M, o persdangan
yang pada pokoktyn meneraeghan setagy Seckat

« Batwa aanm sehat pamant dan Roharn,
- Bawa BAR caam berkas perana:
- B M D tganma i,

ket 25 et 0 At e TS Bz Ay

B e Pl 23
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Qo4

« Hatven 1rCANmE MATDONANGN [Ra ST VI0e0 yarg Supiand Dene

iy G pon ot dalam hal korman
makan bish) terseGut

. Bahwa pods Han Kamis tngaal 09 Maret 2023, seera pusld 1500
WITA, dengan ya berkatn Yok CoOa Aruk

DALY (i Oengan Sengajs mendaling Rumah Makan Babl Gusng San
Tukad yang beralimal ¢ Jalan Si Rana No 8 Kelnean Legin
Kascamanan Kista Katipuinn Dacking Peovensd Tall wwhi sast makansn ki
bat telah 9 pon s
mesekam video teecka makan iiek band ersetit dengan menggurkan
1 (330) UNE Nandphone Jnis ihono 14 P10 Max vAma Pupk (Ungu),

+ Bt doinm wodeo eyl o kpn

ays. Mad av alu Kayokrya cipecal darf Neets aeRavpy Awene sk
DENISAAN [LNQEY AT YaNg Iamanyd AUk Baly ya S nan oy e
T LA AN NGO QTR Dest S8 N0 Aelaugaky dCalGr g s
Cume penasaran keetis A ok ki Banpak Kk pas gy bok masan
Ak baty aku mennaing yn. keman makan dophgaTys Dasa e Ak W
udah berana Al makan baty P oraiyn tga kal ya. pestamia of sieanea,
WAL MU S (R SETAR ARSI SN 3 D2 BatIsa Ngois pok g ka,
Wl R pOrk e RPOK Pk pOk Dok St s Akl masih dus Sk
ATRAL ANNTL BLIS A0 maan Saly akiy LTTpe ST o a0 kan ah masgr
deoane 77 pays paya naow mashed ickah masan et Terus ywg
Ay Anmaseyt AT acam OF ITDAT SO0 ¥ NN SV yang hespa oy
kU (engan Arsadivan oY yaa. CLITa Dengen rasa bek aga i rasany,
ALK Dby pang fame 0. YA alh aecal v A Ay AaAige Aok
e e O AT (0! BapAk cing S g i yang
e G0 ymaviak Orang yamg cavitx o (RIK B by v SN0 R 0 ey,
ah W o1 yeng masak ~ A = yo

LT ATieT Ak,
< DI SN MERGREHoRS VIO YN RAITIA TG Seitharas | 40

=0k menk empot puksh detic ke skun youtobe dan askon thaok yang tan
ferdaioma hidn kemuzan d1onion oleh 4.5 jum penomon Ndcnesa namun
senclah Vi video tersetut di S0mon oleh orang Makiysia Singapore can

fRgaA Karma

+ Bahwa ry Wa Jgs permsh Ronlen makan

Dok dan makan makanan yang ekstim dan konlen tersebur tdax aca
fau h indsiany uneuk mentuat koren memakan

baly,

St 26 w0 1% Pyt Avoon TN S Aaew iy
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« Balwa asalrya terdabown hanya 1seng dan tdak memikian dampok
ya yang YOOg WA caiam ha setut

m-mm‘nmmmmmmm
i

- Balvs rpaet yang o yabni tengan

=g tabi yung gk dengan

pertuntan sersebiut teedakwn vplood ke sosiyl mecia

=~ Sl Derdakews mengRasl Komania parh (2N ang mend THakw

Joga Bt yang sehingga darl komentar

mmnmw PRRNG AOLAR Para WIRDANGE
Bahwa semun kooen betdakwa GREKURAN sendit secaes spontan s

mmmmmmmm
fatrwva Sudak pery n peAvte e
YANY MENONION WSO tersetut Nanya mentaoai 3 (Iga) sty penoron akan

LA 1o ARM MONOREAILAN POrgRAsian ORi Afthas INDK,
« Bahwa terdakwn welsh memina maa! metols media sosts Instagram,

Inset TV, SCTV, dan sam terdakomd penama Kall citahan oleh pefrydik dan
WAL e sl

Can ¥

seita selsh meming man secan fangeung kepady pors saksl
- Balaa  erdakown  memibenaorn  Daseg Dok yang  aadin

dpersidangan.
baea tik ban Soksi yaeg
OIRGEKAN (4 00 DY)
3 batwa PAITEn et e et barang tubt)

yorg njukan oleh Penuntut Umuam sesogal berkut
=1 ai) buah OVD-S apasitics 4.7 G Merk Ve,
«1 (suh) bush smcand Indosat dengas nomor NP DEGEL200001.
=1 {3au) buah adam ahiok Séumubesyl Ik g Ve Sk com
<1 (i) Ut bancpton® 2 [phone 14 Fro Max Viama Puepe (Wngul
3 batwe wnl A0 dan Baang ks yang
dajukan kepersdangan maka ipencken tahia fakta hukum sebapal berkie
- Eala terdakwa mesbenachan pha dalan video yany dupaod bene

arye dun pga yo detem tal kotien
makan babi tessobut;

- Balwa ponar pada vl Kamis Wopgge 00 Macet 2023, sobira puked
1500 WITA, dangan YA berkata “Yok cobmn A

Sab dan dengan ssngsja mendaangl Rumah Makan Babi Guang Sisn
Tukid yang torakumal o Jakn Sil Rama No & Kelamhan Legan Kecamacan
Kot Kahugaten Dagung Provest sl W ssal makaean bk abl eish

Mhraan 7 (i 0 Pt N TSFR SusQIeaFw fy
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7 wn ! ki wono
ferdakowa makan keuk Sadd tenetut dengan menggunscan 1 {sak) Lk

fandprone Jens ipmone 18 2o Max Warma Poaple {Ungu).
« Batwi Denar dam Waeo teeseut tvcakowd mengasian “Esmiiah, o

AL QA A UK AU AGYANTYD SPeCal AW KAMU ADAMIR ARens aku
DO DUTGR! ST YN IS UK GO 8, M0V I IV Sk nan
L AN QG e S O AN AeRAGMNL CALGT T ANU B
[RnGEAnEY Aarwno (F ARIW K/ DNk ALK JaA g Aok musen Ak 2aty
A TETONO 0, ATV (TN SO DAL e, bk B Uil Divica
Ak (3 7 ATy 100 A6 . VTN O STV, s 7 Ak G
TG okt kU DR D Deese GG Dok OV KAn, Ak e pork U
InpIw pO% Ok Ok Y WSS LISMAL (1Lt (o POREY TIEWT AAbRTL T Aty
ok ety v by sama e akU Asn ah mastr e 77 g g
narmee massy, udah meken Tertewe) Tivis yang Anolus Aemaron aiy acars
ammpm.mmmuwuwmm
Y03, Cotna pangeys rasin few apa s rasaya, Ak bl yang same ol ¥
alah Apecal v da ANTU keUsga. Kok sasamma kapak o8 paas, Atk baty
bvyaw: daging sap yang Blemur yang Aevas pa seenak crang yang cemis o
MSTOA ST sk e, WAl ok B g i a0 St a0t yang masul puskenmias

I8 AsUp b AN aki ¥ CLTRY ADTIBRN AR
< Batwa Bonal Srakvi Sengupioad vised wing sara dengan bedoas

100 (Sal MONT emp! pulun 001K ke dn youlooe dan sn 1K yng
Dl ekt DR bermadian diunlin ol A5 e PRt BOSeER
AT St el e et o 0N okt Dong Midapsia, Sngatone
< AN g s e
+  EBatwn Senar

yang ool
dengon sengoln memakan batd yang dengan

Bismiah pesbuatan sersebut serdakwa upload ke Sos8 Mmeia
- Bt DR Semua konmien lerdaiom (ke sendi s spontn

Behak it Rt iadcr WRALIDUN PRNCHBIAN Paskit lerleld) St
« Balwn tenar tdak

can youlche
kavena yang menomion video ferebut hama mencapal 3 ga) rbu penanton

wan tetaps Aan dan apicars! 1htos,
- Barem DENA WIOMWR MINGIRRY Nalfps Seng Gan Siak metihiian

gk yang (= palg e daen fal

u-n-m-wmnﬁ.
«  Batwn benar forcoias dSelsh memin maad melall medn sockl

natagmm, inset e SCTY dan saal serdabonm petama kol deanan oieh

PR AR R P Aooss TV SV iy

St ———— Ve B, M 29
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ey than A g Ty ' u

Porttatinnren saerlh Wlalt erinsa musel Serard INngeang higac pece sakal
« Bt Secey setelah menomiot wideo Serdabowm tersetul, ksl Sywd

Hidmyal Bin Synmeors memsa tdek seka. benot dan mengecam Wdeo
leocoiemn yang sudah mertsiskan sgama wlam dengan menyeta S
Besmilaln, Yo Allsh thsnal fevcksine makan iThk bals Gpo reaks! yiwg same
s cieht warganet i yoeg Wano makan kk e

rm saked Birti o Muryn e
Usrean. sakod Zaboarnhi T Jwsmand, dan sakel Sapriad Bin Symmaidin yang

Mermss Bencl. rena AN et ageetisys tekeh restakoan;
«  Batwa benar sake Saprad Bin Syamsude menghatung saksl KH.

Miotk Asynr! selaku Ulima meminta pendapat s2mming viceo makan kritk
babi teecabws yong mana saksl KH Khobd Asyos menjeiaskan bahwa
komen makan ko batt yarg GRuM lerdakwa mesipakan bentik
InaMyepeieian aguma Alan 0engan cam mengunggan vwoeo lersetut poda
medin sozinl sehinggn Bag orang N yorg Stak memiee hemanan akan
mengangpu orang dan dalam kehidupen bemegora pun hal sersetut
mevupakan peianggeran fetadsp i yang pertama selonptya pads har
Selaza gyl 28 Maret 2003 saks! Syt Hiday melporan pertustan

depod Daerah Selatnr

- Bawa menuut anli Dv, Rosme S.Kom., MKom, MM, ben telan
e e hena hal tersebut capat
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5 @ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AMemesmahion Terdakmm teap dtahar
S.Menetaphan Darang Buktl berupa ©
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Devita Alfiyatus Sa’adah
2. Tempat, tanggal lahir : Pati, 29 Juli 2002

3. Alamat : Desa Kembang Geta’an

RT 07/RW 02 Kec.
Dukuhseti, Kab. Pati

4. Nomor Handphone : 082225836548

5. Email : devitaalfiyatus@gmail.com

Riwayat Pendidikian Formal

1. TK/IRA : RA Nurul Huda Pati lulus tahun 2008
2. SD/MI : MI Madarijul Huda Pati lulus tahun 2014
3. SMP/MTs : MTs Madarijul Huda Pati lulus tahun 2017
4. SMA/MA : MA NU Banat Kudus lulus tahun 2020
5 S1 : UIN Walisongo Semarang

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Main of Basic English Camp and Course Pare

2. Pondok Pesantren Al-Hidayah Pati

3. Pondok Pesantren Tadris Al-Qur’an Al-Mubarok Kudus
4. Asrama Pendidikan Islam Kudus

5. Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang

Pengalaman Organisasi

1. MAKESTA PK. IPPNU MA NU Banat Kudus

2. Pengurus PPTQ Al-Mubarok Kudus

3. Pengurus Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang


mailto:devitaalfiyatus@gmail.com
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Pengalaman Magang
1. KUA Pegandon
2. PN Magelang
3. PA Wonosobo
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-
benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 16 September 2024

Devita Alfiyatus Sa’adah



